PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
(PENERBITAN SP2D)

Vi



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JAB'JNG BARAT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dasar Hukum
1. PERMENDAG6RI No. 13 Tahun 2006
2. PERMENDAGR.'NO. 55 Tahun 2008

Keterkaitan

Peringatan
Semua Pelaksana harus memiliki ketelitian, kecermatan dan kecepatan dalam proses

pengujian kebenaran berkas SPM dari SKPD dan proses penerbitan SP2D Up/Gu dlIl.

{ Nomor SOP : i
; ranggai
i Pembuatan

; langgai Revisi
Tangga! Efektifc# :

nisahi™n niph Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kualifikasi Pelaksana
1 Menguasa Aplikasi SIPKD
2 Memahami Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

3. Memahami APBD dan DPA SXPD

Peralatan/Periengkapan
1. AlLat Tulis Kantor

2 Komputer

3. DPA

4 SPM

5. Anggaran Kas

Penataan dan Pendataan
Dilaporkan dalam bentuk Kartu Kendali sebagian acuan setiap pencairan dan rekonsiliasi

dengan bidang akuntansi serta Rekonsiliasi dengan Pihak Bank



jNo!

i1

L*-

9

10.

KEGIATAN

| Penyampaian Surat Perintah Membayar m) oengaiuan

j penerbitan SP2D UP/GUI/LS Pihak Ketiga. Gaji ..ia-;!\ i KDdari
j skPD
. Loket

Verifikasi SPM UP/6U/LS Pihak Ketiga, Gaj' dan LS TKD

Membuat Kartu Kendali setiap Pengajuan dari SKPD

Mencetak SP2D UP/GU/LS Pihak Ketiga, Gaji dan LS TKD

Memverifikasi SP2D UP/GU/LS Pihak Ketiga, Gaji dan LSTKD

Paraf dari Pelaksana

Penandatanganan SP2D UP/GU/LS Pihak Ketiga, Gaji dan LS TKD

Penerimaan SP2D UP/GU/LS Pihak Ketiga, Gaji dan LS TKD

Pengarsipan SP2D

| URAIAN PROSEDUR
j St'b Bidang Pelayanan Keuangan *l@i~ir'cvi dv . Mendistribusikan Berkas %2.;,'u:an Sau SPMi‘i-, CL1TU, LS
Pihak Ketiga, LSTKD, WON Gaji Gaji Terusan, SKi'P serta SK Berkala dan SK Kenaikan Pangkat
o . . s ! M . c—— NN . - i
railyoliipdidti B ; k> Yu”, cky— . i\cudiigall Pileria P —=— -
Staf Pelaksana Bidang Perbendaharaan Melakukan Pengujian atas Kebenaran dan Kelengkapan SPM-

UP/GU/TU/LS yang dilampirkan dengan melihat kesesuaian dengan DRA-SKPD yang terkait serta batasan
jumlah dalam SPD yang tersedia. Kelengkapan dokumen tersebut mengacu pada daftar dokumen pengajuan

yang telah dipersyaratkan.

Peneliti Membuat dan Melampirkan Kartu Kendali dari pengajuan SKPD sebagai Koniroi Setiap Pencairan agar

tidak melebihi Pagu Anggaran.
Penerbitan SP2D. Operator Melakukan Penginputan dan Mencetak SP2D UP, GU, TU, LS Pihak Ketiga, LS-TKD.

Pengujian berikutnya adalah Kepala Sub Bidang Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung melihat
kesesuaian dengan DPA-SKPD yang teskah serta batasan jumlah dalam SPD yang tersedia. Apabila telah

dinyatakan lengkap. Maka Kepala Sub Bidang Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung melakukan
Pemarafan
Setelah Penerbitan SP2D selanjutnya di verifikasi uiang dan di paraf oleh Pelaksana

- Kuasa B'JD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PA/KPA agar pengeluaran yang diajukan

tidok melampauipoau dan memenuhipersyaratanyang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
- Apabila teiah dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD mensahkan SP2D yang sudah di Cetak/diterbitkan apabila

telah ditandatangani dan distempel oleh Kuasa BUD.
- Apabila dinyatakan belum lengkap, maka Kuasa BUD membuat Surat penolakan penerbitan SP2D kepa'a

PA/KPA agar menyempurnakan SPM.

SP2D diserahkan kepada Bank, bendahara pengeluaran atau rekanan pihak ket:g3 untuk dicairkan di Kas Umum

Daerah pada Bank yang ditunjuk sebagai Kas Umum Daerah.
SP2Dyang diterbitkan, diarsipkan oleh sub bidang pelayanan dan Staf yang bertugas sebagai peneiiti.

NDAHARAAN
JIOMGIJABUNG BARAT

KEPALA BIDANG
BPKAD KABUP;

IVT HAVIZ, SE
~PENATA TINGKAT !
NIP. 19740613 199602 1001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2018



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DASAR HUKUM:
L Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

I. Feialuran Presiden Ri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permenoagri No0.59 Tahun 2007

3. Permendagri
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jaeung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Peraturan Bupati Tanjung jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

5.
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KETERKAITAN:
SOP Sekretaris Badan

SOP Bidang Anggaran
SOP Bidang Perbendaharan
SOP Bidang Akuntansi

5. SOP Bidang Aset

PERINGATAN .
Apabila Penyusunan Renstra terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan

AW N R

tertunda

NOMO P. SOP

TGL PEMBUATAN
TGL REVISi

TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA:
SEKRETARIS BADAN

Januari 2018
Januari 2018

Maret 2018
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASETRAERAH

KABUPATEN TANJUppjjJABtHAG BARA

Drs. RAJJONSITOHANG. ME

Pembj/a T~ |
NIP./19611120 19S203 1 001

Penyusunan Renstra

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Internet
2. Komputer
3. Alat Tulis
4. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya









NOMOR SOl
T6L PEMBUATAN

TGLREVISI

januaii 20.d
Januari 2018

TGL EFEKTIF Maret 2018
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNOtABtING BARAT vy
|
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Pembina
NIP. I1fe 11120 199203 1001
NAMA SOP Penyusunan Renja

KUALIFIKASI PELAKSANA

DASAR HUKUM:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional SEKRETARIS BADAN

2. Peraturan Presiden Rl Nomnr 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 ientDng Perubahan Permebdagri No.SS Tahun 2007
tenteng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten TanjungJabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

4.
dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah -
KEftRKAITAN: PEHALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Sekretaris Badan 1. internet
2. SOP Bidang Anggaran 2. Komputer
3. SOP Bidang Perbendaharan 3. AlatTulis
4. SOP Bidang Akuntansi 4. Printer
5. SOP Bidang Aset
PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PERINGATAN :
Apabila Penyusunan Renja terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan (ainnya

tertunda



IViC.IJUACijr>wM ACM cLdl Ij uiikUh WICilipl Uj _j JJcrMyUj Ulldl1

Renja

Memerintahkan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Program untuk menyusun Renja

Melaksanakan kegiatan penyusunan Renja

Mengoreksi konsep Renja, jika setuju menyerahkan

kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Program untuk diperbaiki

Memeriksa Draft Renja jika setuju menandatangani
dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki



3

Menyerahkan Dokumen Renja kepada Kasubbag
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program untuk
didokumentasikan

Menyerahkan dokumen Renja kepada staf
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program untuk
didokumentasikan

Mendokumentasikan dokumen Renja

Dokumen Renja

Dokumen Renja

Dokumen Renja

Ifl Menit

10 Menit

2 Jam

Disposisi

Disposisi

Dokumen Renja,
Bukti
dokumentasi



1 NOMOR SOP
T6L PEMBUATAN Januari 2018
TGL REVISI Januari 2018
i V(( TGL EFEKTIF Maret 2018
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAJjftAH
-KABUPATEN TANJUjt"rJABUNG BARAT ~
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH brs. RAJIONAITCHANG, ME
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Pembina Tk. 1
NIP. 19611120 199203 1001
NAMA SOP Penyusunan RKA

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PFLAKSANA
1. Undang-undang Nomor 25 fahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional SEKRETARIS BADAN
2. Peraturan Presiden Pl Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No.59 Tahun 2007

3.
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
PERALATAN/PERLENGKAPAN

Tata Kerja Badan Pengeiola Keuangan dan Aset Daerah

KETERKAITAN:
SOP Sekretaris Badan 1. Internet
SOF Bidang Anggaran 2. Komputer
3. Alat Tulis
4. Printer

SOP Bidang Pktbendaharan
SOP Bidang Akuntansi
. SOP Bidang Aset

PfRh'IIGATAN:
Apabifa Penyusunan RKA terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya

o b w N e

ltertunda



Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan

RKA

Memerintahkan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Program untuk menyusun RKA

Melaksanakan kegiatan penyusunan RKA

Mengoreksi konsep RKA, jika setuju menyerahkan
kepada Kaban jika tidak setiiju menyerahkan kepada
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Program untuk diperbaiki

Memeriksa Draft RKA jika setuju menandatangani dan
menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Disposisi
r~
1 1
r
Cc 3
Konsep RKA
Y a
Tidak
Draft RKA

Kcnsep RKA,

6 Minggu
| Disposisi

1 Minggu Draf RKA,
Disposisi

1 Minggu Dokumen RKA,

Disposisi






BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DASAR HUKUM:

& 2

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionai

Peraturan Presiden R! Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2011- tentang Perubahan Permendagri No.59 Tahun 2007

Permendagri
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KETERKAITAN:

o bk wN e

SOP Sekretaris Badan

SOP Bidang Anggaran
SOP Bidang Perbendaharan

SOP Bidang Akuntansi
SOP Bidang Aset

>ERINGATAN:
Apabila Penyusunan DPA terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan

tertunda

NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI

TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

KUALIFIKAS! PELAKSANA :
SEKRETARIS BADAN

Januari 2018
Januari 2018

Maret 2018
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET CIABRAH

( KABUPATENW JLMABt"NG BARAT ~

Drs. RAJIIMNTCHANG. ME

Pemhli® T& 1
NIP. 19611120 199203 1 001

Penyusunan DPA

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Internet
Komputer
Alat Tulis
Printer

Pwwn

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya



Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan

DPA

Memerintahkan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Program untuk menyusun DPA

Melaksanakan kegiatan penyusunan DPA

Mengoreksi konseD DPA, jika setuju menyerahkan

kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Program untuk diperbaiki

Memeriksa Draft DPA jika setuju menandatangani dan
menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki



Dokumen DPA 1C Menit Disposisi
Dokumen DPA 10 Menit Disposisi
Dokumen DPA 2 Jam Dokumen DPA,

Bukti
dokumentasi



NOMOR SOP 11

T6L PEMBUATAN Januari 2018

Januari 2018

TGL REVISI
TGL EfEKTIF Maret 2018
DISAHKAN OLFH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET\Ij\"ch
-KABUPATEN TANJUNAABONt* BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Drs. RAJJIMNMOHANG, ME
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Pembjriajfcl
NIP./fe6H120199203 1001
NAMA SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

KUALIFIKASI PELAKSANA :
SEKRETARIS BADAN

DASAR HUKUM:
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionai

1.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2C05 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

?. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)

4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Permendagri 59 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Tevisi atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2016-2021

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016-2021

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



j KETERKAITAN :
1. SOP Sekretaris Badan
2. SOP Bidang Anggaran
3, SOP Bidang Perbendaharan
1A. SOP Bidang Akuntansi
5. SOP Bidang Aset
PERINGATAN:
Apabila Penyusunan Penetapan Kinerja terlambat dibuat maka pelaksanaan kinerja BPKAD akan

menemui kendala

Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan

Penetapan Kinerja

2 Memerintahkan Kasubbag Perencanaan; tva.'uasi dan

Pelaporan Program untuk menyusun Penetapan Kinerja

3 Melaksanakan kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja

Mengoreksi konsep Penetapan Kinerja, jika setuju
menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju
menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan Program untuk diperbaiki

PcRALATAM/PERLENGKArAN

1. Internet

2. Komputer
3. Alat Tulis
4. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai pendukung dokumen lainnya

Agenda Kerja

Disposisi

Disposisi

Konsep
Penetapan
Kinerja

wzm i
5 menit

5 menit

6 Minggu

1 Minggu

Disposisi

Disposisi

Konsep
Penetapan
Kinerja,
Disposisi

Draf Penetapan
Kinerja,
Disposisi

V:V?2.TS»xa«BS2S»8"

T lJenrx



8

Memeriksa Draft Penepatan Kinerja jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris,
jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris
untuk diperbaiki

Menyerahkan Dokumen Penepatan Kinerja kepada
.Kasubfcag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Program untuk didokumentasikan

Menyerahkan dokumen Penepatan Kinerja kepada staf
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program untuk

didokumentasikan

Mendokumentasikan dokumen Penepatan Kinerja

Draft
Penepatan

Kinerja

Dokumen
Penepatan
Kinerja

Dokumen
Penepatan
Kinerja

Dokumen
Penepatan
Kinerja

1 Minggu

10 Menit

10 Menit

IHari

Dokumen DPA,
Disposisi

Disposisi

Disposisi

Dokumen
Penepatan
Kinerja, Bukti
dokumentasi



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DASAR HUKUM:
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barsng/Jasa Pemerintah
.3. Perroendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 59 Tahur. 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

* dan Susunan Perangkat Daerah
Peratuian Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KETERKAITAN:
SOP Sekretaris Badan

SOP Bidang Anggaran
SOP Bidang Perbendaharan

SOP Bidang Akuntansi
5. SOP Bidang Aset

PERINGATAN:
Apabitai kegiatan dalam melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

~w N o

terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan lainnyajuga akan terlambat

NOMOR SOP

T6L PEMBUATAN Januari 201S

Januari 2018

TGL REVISI
T6L EFEKTIF Maret 2018
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
L KABUPATEN tanjuncuabung barat 7
Drs. RAJII
Pembirj/*
NIP. 17611120199203 1001
NAMASGP Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan

kearsipan

KUALIFIKASI PELAKSANA:
SEKRETARIS BADAN

PERALATAN/PERLENG KAPAN

1. internet
2. Komputer
3. Alat Tulis
4. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Didokumentasikan sebagai pendukung ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan






NOMOR SOF
TGL PEMBUATAN Januari 2018 e
T6L REVISI Januari 2018
TGL EFEKTIF Maret 2018 o e
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAjjRAH
_j£  KABUPATEN TANJUf"AeiJITG BARAT ~
4
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Drs. RAJ'iIUAMTOHANG. ME
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Pembin~y6~ 1
NIP. 19611120 199203 1001
NAMA SOP Pelaksanakan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian
DASAR HUKUM: KUAUFIKASi PELAKSANA :
SEKRETARIS BADAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.
2. Pe:aturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 201? tentang Perubahan kedua atas Peiaturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Saiang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Ncmor 21 Tahun 2011 tentartg Perubahan Permendagri Nomor 5S Tahun 2007
- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah
5* Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomcr 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dari Aset Daerah
ETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Sekretaris Badan 1. Internet
SOP Bidang Anggaran 2. Komputer
SOP Bidang Perbendaharan 3. Alat Tulis
SOP Bidang Akuntansi 4. Printer
SOP Bidang Aset
RINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : s
Disimpan sebagai pendukung dokumen kepegawaian

abila pelaksanaan administrasi pembinaan kepegawaian terlambat, maka pelaksanaan pelayanan

segawaian akan tertunda









N imAK war:

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DASAR HUKUM:

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangumn Nasional
Peraturan Presiden Pf Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2C10 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nornor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dar» Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KETERKAITAN:

SOPSekretaris Badan

2. SOP Bid.angAnggaran
3. SOP Bidang Perbendaharan
4. SOP Bidbrig Akuntansi

5. SOP BKfertg Aset
PERINGATAN:

Apabila pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan

digunakan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi terlambat dibuat maka

lelaksanaan pekerjaan yang memerlukan aset tetap berwujud akan tertunda

NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI

TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA :
SEKRETARIS BADAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. internet
2. Komputer
3. AlatTulis
4. Printer

Januari 2018
Januari 2018

Maret 2018
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASETJ"ERAH

KABUPATEN TANJUNG/SOt'K"BARAT £

-jr

Drs. RAJIUN SiTCHANG, ME

Pembina/Tk-1
NIP 19611120 199203 1001
atau pembangunan aset tetap

Pelaksanaan pembelian/pengadaan
rangka penyelenggaraan tugas

berwujud yang akan digunakan dalam

pokok dan fungsi

Ry

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan

1/
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Menugaskan Kasubbag Umum untuk melaksanakan Disposisi 5 menit Disposist

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Melaksanakan pembelian/pengadaan atau Disposisi 12 Bulan Pisposis!

pembangunan aset tetap berwujud yang akan

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi

Meregister aset tetap berwujud yang akan digunakan Disposisi 1o mentt gse(:\t/vz(jettjzpsiap
digunakan

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi



NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN Januari 2018
TGL REVISI Januari 2018
TGL EFEKTIF Maret 2018
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
~  KABUPATEN TANJUIMABIMNG BARAT
BADAN PENG6ELOU KEUANGAN DAN ASET DAERAH Drs. RAJIAAAAANG AME
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PembinayL 1
NIP. 19611120 19S203 1001
NAMA SOP Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan HaJam
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

KUALIFIKASI PELAKSANA :

-
j DASAR HUKUM:
Undang-undang Nomor 2S Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional StKRETARIS BADAN

1.
2. Peraturan Presiden Rl Nomor 70 Tahur. 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden
Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomcr 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
' 5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. PeraturamDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembe itukan
dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Sekretaris Badan 1. Internet
SOP Bidang Anggaran 2. Komputer
3. AdatTulis
4. Printer

SOP Bidang Perbendaharan
SOP Bidang Akuntansi

5. SOP Bidang Aset
PERINGATAN:

Apabrla pelaksanaan pemeliharaan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi terlambat maka barang milik daerah tidak terpelihara

P ON R

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai pedoman pemeliharaan barang milik daerah

barang milik daerah yang digunakan dalam rangka

dengan baik



Menugaskan Kasubbag Umum untuk mebksanakan
pemeliharaan barang milik daerah y3ng digunakan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi

3 Memelihara barang milik daerah yang digunakan |
daiam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Disposisi

Disposisi

Disposisi

k/ lt-iiPRAK UV *

5 menit

12 Bulan

12 Bulan

Disposisi

Disposisi

Barang milik
daerah
terpelihara
dengan baik

7-SVr-



rUNG*ub
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DASAR HUKUM:
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.
2. Peraturan Presiden R' Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengao'aan Earang/Jasa Pemerintah
-3. Perroendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Perroendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Dcarah
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata; J$erja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KE71«J&OfAN;
1. SOP Sekretaris Badan
2. SOP Bidang Anggaran
3. SOP Bidang Perbendaharan
4. SOP Bidang Akuntansi

5. SOP Bidang Aset

PERINGATAN :
Apabila pelaksaan pengelolaan anggaranterlambat maka laporan pertanggungjawabannya juga

akan terlambat

NOMOR SOP 20

T6L PEMBUATAN Januari 2018
Januari 2018

TGL REVISI
TGL EFEKTIF Maret 2018
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNACBt"NG BARAT
Drs. RAJIUNGITOHANG. ME
PemhinaJk. 1
NIP.U9611120 199203 1001
NAMA SOP Pengelola Anggaran

KUALIFIKASI PELAKSANA :
SEKP.ETARIS BADAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Internet
Komputer
Alat Tulis
Printer

PN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan
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NOMOR SOP
i61 PEMBUATAN Januari 201S
TGL REVISI Januari 2018
TGL EFEKTIF Maret 2018
D'SAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN A3ET DAERAH
KABUPATEN TANJUNGWBUNG BARAT /
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NAMA SOP Pelaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai

KUALIFIKASI PEIAKSANA :

J3ASAR HUKUM:
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional SEKRETARIS BADAN

1.
2. Peraturan Presiden Rl Nomor 70 Tahun 2032 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tenteng Perubairan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 20G7
tentang Pedoman Peiigeiolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomnr 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
iaia i”erja »aoan rengeioia neuangan aan Aset uaeran
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Sekretaris Badan 1. Internet
2. SOP Bidang Anggaran 2. Komputer
3. SOP Bidang PeFbendaharan 3. Alat Tulis
4. SOP Bidang Akuntansi 4. Printer
5. SOP Bidang Aset
PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PERINGATAN :
Apabila pelaksaan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai terlambat maka proses Disimpan sebagai pendukung dokumen pencairan dana/gaji

pencairan dana/gaji juga akan terlambat



Menugaskan Kasubbag Keuangan untuk melaksanakan
Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai

Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran

Gaji Pegawai

Membuat surat-surat terkait Administrasi Keuangan

dan Pembayaran Gaji Pegawai



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DASAR HUKUM:

1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang iisiem Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan Presiden Rl Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tabiin 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permendagri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KETERKAITAN:

1
2.
3.
4

5.

SOP Sekretaris Badan
SOP Bidang Anggaran
SOP Bidang Perbendaharan

SOP Bidang Akuntansi
SOP Bidang Aset

PERINGATAN:

Apabila pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SP.I) Keuangan terlambat maka proses

pebcairan dana akan terlambat

NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI

TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA :
SEKRETARIS BADAN

12
Januai; 2018
Januari 2018

Maret 2018
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASETDAERAH

KABUPATEN TANJUN/MAptIWSE£ARAT

Drs. RAJIUf/SITOHANG. ME

Pembina jk. \J
NIP. 19611120 199203 1 001

Melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) Keuangan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Internet
2. Komputer
3. Alat Tulis
4. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan



N
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Menugaskan Kasubbag Keuangan untuk melaksanakan
Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan 1

Melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban
r

(SPJ) Keuangan

Membuat surat-surat terkail Surat

|! Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan

«tBissS”EtaaiiiiS kelengkap”™n”

Disposisi

Disposisi

Disposisi

5 menit

12 Bulan

12 Bulan

IoLsosadia Fremci'iUaL v i: -
Disposisi

Disposisi

Surat-surat
terkait Surat
Pertanggung
jawatran (sey)
Keuangan



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| DASAR HUKUM:

1.

IN

W N o u»

10.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yar.g Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionai

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20C4 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Peiimbangan Keuangan sniara Pemerintah
Pasat dan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia-Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

PP N om or- Tahun 2014 tentang SAKIP {Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah}
Instruksipresiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PerroenPAN RB Nomor S3 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Ncmor 68 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan

Tat3 Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KETERKAITAN:

1. SOP Sekretaris Badan
2. SOP Sidang Anggaran
3. SOP~fdang Perbendaharan
I. SOP Bidang Akuntansi

SOP Bidang Aset
ERINGATAN :

p-abila Penyusunan LAKIP terlambat dibuat maka laporan kinerja BPKAD terlambat sehingga

/alua$j kinerja akan terlambat

NOMOR SOP 13
TGL PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL EFEKTIF Maret 2018 N
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KE ~ 'GAN DAN ASETDAZAH
~BIJNG BARAT

KABUPATEN TAI

Januari 2018
Januari 2018

Drs. RAJU
Pembina T |
NIP. 19611120 199203 1001

NAMA SOP Laporan Akuntabilitas Kinefja Instansi Pemerintah (LAKiP)

XUALIFIKASI PELAKSANA:
SEKRETARIS BADAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Internet

Komputer

Alat Tulis

Printer

HwnN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai laporan kinerja dan pedoman evaluasi kmeria



P
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i Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan

i Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP}

Memerintahkan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Program untuk menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Mengoreksi konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP); jika:setuju menyerahkan
kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Program untuk diperbaik»

Memeriksa Draft Renstra jika setuju menandatangani
dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki



Menyerahkan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) kepada Kasubbag Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Program untuk

didokumentasikan

Menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) kepada staf Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Program untuk didokumentasikan

Mendokumentasikan Laporan Akuntabilitas Kir.erja
Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyerahkan pada

instansi terkait

Dokumen
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(LAKIP)

Dokumen 10 Menit Disposisi

Laporan
A.kuntabilitas
Kinerja instansi
Pemerintah
(LAKIP)

1 Hari Dokumen
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi

Dokumen
Laporan
Akuntabilitas
Kineria Instansi
Pemerintah
(LAKIP)

Pemerintah
(LAKIP),  Bukti
dokumentasi



1

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DASAR HUKtfV.:

Undat&undaag Ncmcr 2S Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan Presiden Rl Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemwtrjdagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tefrtaftg Pedoman Pengeiolaarr Keuangan Daerah
No.59 Tahun 2007

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri

teritengPedoman Perigeiolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan:Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2036 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KETERKAITAN:
1.

2
3.
4.
5
N

SOP Sekretaris Badan

SOP Bidang Anggaran

SOP Bidang Perbendaharan
SOP Bidang Akuntansi

SOP fifjffehg Aset

ikan tertunda

14

Januari 7018

! TGL PEMBUATAN
TGL REViSI

Januari 2018

M3ret 2018

TGLEFEKSIF
DISAHKAN OLEH

KEPALA BADAN PENGELOLA KENAfJGAN Da N ASE1 DAERAH

Drs. RAJIUNSITOHANG, ME

Pembina Tk. 1
NIP 37611120199203 1001

Penvusunan Rencana Strategi (Renstra) dan Rer.cana Kerja >Renja)

NAMA SOP
KUALIFIKASI PELAKSANA :

KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

PERALATAN/PERLENGKAPA.V

1. Internet
2. Komputer
3. Alat Tulis
4. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

INGATAN : :
\pabila cfbkumen Renstra dan Renja terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya | PiSimpan sebagai data elektronik dan manual sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya






Memeriksa konsep renstra dan renja, apabila
maka disahkan dan diserahkan kepada

menyetujui
apabila tidak

Sekretaris untuk didokumentasikan,
menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Memerintahkan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi den
Talaporan Program untuk mendokumentasikan konsep

renstra dan renja

Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,

menggandakan dan mendistribusikan kepada pihak

terkait

menggandakan dan

Mendokumentasikan,
mendistribusikan kepada pihak terkait

Konsep Renstra
dan Renja

Dokumen
Renstra

Dokumen
Renstra

3 Hari

10 Menit

10 Menit

1 Hari

-.«SS'¥. .r,v- .

Konseprenstra
dan renja yang
sudah benar

Renstra dan

renja yang
sudah disahkan

Dokumen
renstra dan

renja

Dokumen
renstra dan

renja



I NOMOR SOP .S -
TGL PEMBUATAN Januari 2018 e
TGL REVISI Jar,u3ri 2018 e
TGL EFEKTIF Maret 2018
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASETp~ERAH
*1 KABUPATEN TANJufi$$t?fcING BARAT f
% fr 3 )
- BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Drs. RAMINGITOHANG. ME
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Pembina Tic. 1
NIP./19611120 199203 1 OOi
NAMA. SOP Penyusunan Rencana kegiatan Anggaran (RKA) dan Perubahan
- R K A )

Rencana Kegiatan Anggaran ( P

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

1.

2. Peraturan Presiden SI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden
NomorM Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Permendagri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No.59 Tahun 2007

5. Permendagri
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomo- 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

6.
dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati TanjungJabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<E PERKASTAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN e
1. SOP Sekretaris Badan 1. Internet
2. SOP Bidang Anggaran 2. Komputer
3. SOP Bidang Petrbendaharan 3. Alat Tulis
4. SOP Bidang Akuntansi 4. Printer

5. SOP Bidang Aset
PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PERINGATAN :
rnaka penyusunan dan Disimpan sebagaidata elektronik dan manual

Apabila Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) terlambat dibuat

pelaksanaan DPA akan tertunda



Menugaskan Kasubfaag Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Program untuk metr.proses penyusunan RKA

tanda tangan untuk nota dinas,

Mengajukan
untuk membuat nota dinas

memerintahkan staf
permintaan data terkait RKA

Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data

terkait RKA hingga selesai

Memproses bersama Tim serta menyusun RKA hingga
selesai dan memberi paraf konsep RKA

Memeriksa konsep RKA, apabiia menyetujui maka

menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak
menyetujui maka dikembalikan kepcda Kasubbag

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program untuk

diperbaiki



Memeriksa konsep RKA, apabil
dan diserahkan kepada Sekretaris untuk

disahkan
apabila tidak menyetujui niaka

didokumentasikan,
dikembalikan kepada Sekretaris

Memerintahkan Kasubbag Ferencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Program untuk mendokumentasikan konsep

RKA

Memerintahkan st.f untuk mendokumentasikan,

menggandakan dan mendistribusikan kepada pihak

terkait

Mendokumentasikan, menggandakan

mendistribusikan kepada pihak terkait



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR so r

TGL PEMBUATAN
TGL REVISI

TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOp

16
Januari 2016

Januari 2018

Maret 2018
KEPALA BADAN PENGELOIA KEUANGAN DAN ASET DAfRAH

-KABUPATEN TANJUNGISBUNG BARAT

Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)

KUALIFIKASI PELAKSANA :

DASAR HUKUM:
i

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permendagri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
\] 2. Peraturan Presiden Rl Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua alas Peraturan Presiden

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
No.59 Tahun 2007

5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KETERKAITAN:
t 1. SOP Sekretaris Badan

2. SGP Bidang Anggaran

3. SOP Bidang Perbendaharan

4. SOP Bidang Akuntansi

1. Internet
Komputer
Alat Tulis
Printer

B wN

5. SOP Bidang Aset

PERINGATAN:
Apabila Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) terlambat dibuat maka penyusunan

pelaksanaan DPA akan tertunda

KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

PERALATAN/PERLENG6KAPAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual






Memeriksa konsep DPA/DPPA, apabila menyetujui
diserahkan kepada Sekretaris

maka disahkan dan
apabila tidak menyetujui

untuk didokumentasikan,
maka dikembalikan kepada Sekretaris

Memerintahkan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Program untuk mendokumentasikan konsep

DPA/DPPA

Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,

menggandakan dan mendistribusikan kepada pihak

terkait

Mendokumentasikan, menggandakan

mendistribusikan kepada pihak terkait



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATENTANJUNGJABUNG BARAT

DASAP HUKUM:

1.

2.
3.

10.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Perataran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja

fostani» pemerintah)
Permendagri Nomor 13Tahun 2006 tentang Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Permendagri 5S Tahun 2011

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Tevisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Taburi2016-1021
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah

II*Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NOMOR SOP
T6L PEMBUATAN
TGL REVISI

TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

J7
Januari 2018

Januari 2018

Maret 2018
KEPALA BADAN PENGELOLA NGAN DAN ASET Dj
-KABUPATEN TANI NG BARAT /

Drs. RAJtONoITOHANG. ME

Pembida Tic |
NIP. 19611120199203 1 COI

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

KUALIFIKASI PELAKSANA:
KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM



PERALATAN/PERLEN6KAPAN

| KETERKAITAN :
I 1. SOF Sekretaris Badan 1. Internet
SCP 3idang Anggaran 2. Komputer
3. Alat Tulis
4. Printer

SOP Bidang Perbendaharan

B own

SOP Bidang Akuntansi

5. SOP Bidang Aset
PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PERINGATAN:
Apabila Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)terlambat dibuat maka pelaksanaan kinerja BPKAD Disimpan sebagai data elektronik dan manual

akan menemui kendala

Menugaskan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Agenda Kerja 5 menit Disposisi

Pelaporan Program untuk memproses penyusunan

Penetapan Kinerja (PK)

Mengajukan tanda tangan untuk nota  dinas, Konsep nota 10 menit Nota dinas

memerintahkan staf untuk membuat nota dinas dinas

permintaan data terkait Penetapan Kinerja (PK)

Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkah data 1 Minggu

terkait Penetapan Kinerja (PK) hingga selesai

Memproses bersama Tim serta menyusun Penetapan Konsep data 7 Minggu Konsep

dari bidang- Penetapan

bidang Kinerja (PK)

Kinerja {PK)hingga selesai dan memberi paraf konsep

Penetapan Kinerja (PK)
Tidak



KEGIAT~NI

Memeriksa konsep Penetapan Kinerja (PK) apabila
menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban ur.tuk
disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan
kepada Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Program untuk diperbaiki

Memeriksa konsep Penetapan Kinerja (PK), apabila
menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada
Sekretaris untuk didokumentasikan, apabila tidak
menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Memerintahkan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Program untuk mendokumentasikan konsep

Penetapan Kinerja (PK)

Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,
menggandakan dan mendistribusikan kepada pihak

terkait

Mendokumentasikan, menggandakan dan
mendistribusikan kepada pihak terkait

1 WAKKJUA-AIAA'QU iPUI

Konsep Hari

Penetapan
Kinerja (PK)

Konsep 3 Hari

Penetapan
Kinerja (PK)

Penetapan 10 Menit

Kinerja (PK)
yang sudah
benar

Penetapan 10 Menit

Kinerja (PK)
yang sudah
disahkan oleh
Kepala Badan

Penetapan 1 Hari

Kinerja (PK)
yang sudah
disahkan

Konsep
Penetapan
Kinerja (PK)
yang sudah
benar

Konsep
Penetapan
Kinerja (PX)
yang sudah
benar

Penetapan
Kinerja (PK)
yang sutfeh
disahkan

Dokumen
Per»et3pan
Kinerja (PK)
yang benar dan
telah disahkan

Bukti
Dokumentasi

Penetapan
Kinerja (PK)



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG

BARAT

BaDAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP

Tangi»' Pombuntnn «

Tunggal Rnvisl
Tanggal Etakli!

Nama SOP

DAN ASET D,

fITOHANQ.ME
Pmblna TKJ
NIP. 1fip605/4 196603 2 006

Penyusunan Lfcporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

berdasarkan Slandar Akuntan»! Pemerintah (SAP)

Dasar Hukum

Nasional

2006 tentang Pedoman Pengeldlaan Keuangan Daoreh

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangar. Daerah

Keterkaitan

+ SOP Bidang Akuntansi

Peringatan

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunor

Daerah

Kuallflkasl paloxsana

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
. Permendagri No 59 Tahun 2007 tantang Perubahan Permandagrl No.15 Tahun

Permendagri No 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagrl No.59 Tahun

Peralaton/porlongkapan

1. Komputer
2. Internet

T Alot Tulis
3

. Printor

Pencelotan dan pondataan

1. Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan

Apabila Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Disimpan sebagai pendukung dokumen pnlapornn
pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Daerah terlambat dibuat

maka proses penyampaian laporsn akan tertunda

Pelik*an«
"KesudbT3™
No. Kegiatan Akuntansi
Keben Kabid suf Kelengkapan
dan
EiiiaanmrL
Mengumpulkan data dari unit Komputer, Printor
Penatausahaan Keuangan, kaada, dar c j*n Alovl Tulis '
OPO
- f
Momeriksa Data Sumber dan Lembar Korja
Pendukung
Melakukan Jurnal terkait Realisasi i:
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Lomb.r K,rj,
Menyusun Draft Laporan Realisasi
Anggaran pendapatan dan Belanja
Memeriksq Draft Laporan Realisasi Draft Laporan
Anggaran Pendapatan dan Belanja loak RtalltM*-
jike tidak *etuju mengembalikan Anggaran
kepid
epid>» Panpapalan dan
Kasubbidjlka setuju memberi paraf Balanj
alanja
dan diserahkan kepadu Keben 4
Momorlk~ji Draft Laporan Raallaa.al va ridak Droft Laporan
Anggaran Pandapatan dan Balanja

jika tidak'aaluju manfiamballkan
kepada Kabid, Jika satuju mambarl
lando tarfjan dan dlkamballkan
kepada Kabid

——————————— [~ i, 1
Mon,ru*|ran Draft Laporan Raallaaal
Anpgurap Pendapatan dan Balanja
yang ialah dl Undatanganl Kuban
kepada kpaubbld

O

Mcnorin” Draft Laporsn Raallaaal
Anggaran Pendapatan den Belanja

untuk dl prsipkan den dipergunakan
sesuai kfperluan

Reo'itasl
Angga‘'on
Pondspilan dan
Balanja

Draft Laporan
Rrallsaal
Anggaran
Pondapatan dan
Belanja
Draft Laporan
Realisasi
O Anoparan
Pendapatan don
Bolnril*

Mutu Baku
Kelereng»
Waktu Output
Tanda
2 Minggu Torima
Uota
2 Hari Lembur Kerja

Cralt Laporan
Kutil»,I
Anggaran

Pandapatan
dan Balanja

Draft Laporan
Raallaaal
Anggaran

Pendopotan

1 Jam

dan Balanja

Draft Lapcion
Roolisosi
Anggaran

Pendapatan

dan Belanja

30 Menit

Draft Laporan
Realisasi
10 menit Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Draft Lapoian
Realisasi

10 menit Anggaran
Pendapatan

dan Bolnnla



<i

HARHST

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG

BARAT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dasar Hukum

‘4. Undang-undeng No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Ptmbangunan

National

Peraluren Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Slander Akuntansi Pemerintahan

Pormendogrl No 59 Tahun 2007 tentang Peiubehen Permendagrl No.13 Tahun
2006 Untang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

. Pjrmendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagrl No.59 Tahun

2007 Untang Padoman Pongelolaan Keuangan Daerah

Keterkaitan

+ SOP Bidang Akuntansi

Raircgen

Apabila Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Semester dalam ronpko
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP)torlambat dibuat maka proaaa penyampaian laporan akan tartvnda

Kegiatan

Monorima dan melakukan aaUtensl
atas Laporan Keuangan Semester
OPD yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE), dan Catatan atas

Lap ‘ran Keuangan (CaLK) dengan
data pendukungnya apabila »udas
benar digunakan aebagai bahan
penyusunan Dratt LKPO Semester

Melakukan Konsolidaal dengan entitas
Akuntansi untuk menyusun Draft

| KPD Semester dengan melakukan
proses Melakukan Jurnal Konsolldntor
dan Jurnal Penyesuaian

Menyusun Draft LKPD aemeater untuk
disampaikan ke Kabid

Memeriksa Draft LKPD Semeater yung
disusun Kasubld jika tidak satuju
rr.sngsmballkan kepada kasubld, jika
setuju memberi paraf dan mangojukan
kepada Kaban

Memeriksa Draft LKPD Semesterjlki
Udak setuju mengembalikan kepada
kabid, jika setuju memberi paraf dan
memerintahkan Kabid untuk dlcatak
gandakan

Bersama Kasubld dan Staf

mencetakgandakan Draft LKPD
Semester

Nomor SOP %
Tanggal Pombuotan
fsncgal IUvisl

Tanggnl Efoklil

, A
Disehkon aleh A KEPALA BADAN PENOELO&IAN KBUANOAN
DAN ASET
irT z y '

Dr,,HAj//siTOHANG.ME
Iw&blna TK.I

NIP.1/600524 108603 2 006
pynycngnarrCTfferBrwroinym'PimiTmnn—
Dao.'ah Semester dalam rangka
Nama SOP peitanggungjawaban pelaksanaan APBD

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Kueiinkssl pslsksen»

1. Kasubbld Akuntansi dan Pelaporan

Perulaion/perlongkupen

1. Komputer
2. Inlcrnot
3 Alenulls
3. Printer

Penoulaiar. don pon jntaan

Disimpan sobhgsi ponUukung dokumen pelaporan

Mutu Baku
Ktteranga
Kelengkapan Waktu Output
Laporan
Keuangan
. Tanda
tismasterOPD . :
2 Minggu Terima
dan Dokumen
Dokomen
Pondukung
Lainnya
unporan
Keuangan
Somostor OPD 1 Mi Draft LKPD
inggu
dan Dckumon 99 Semester
Pendukung
Lainnya
o
Dratt LKPD N Drift LKPD
: 4 Hari
Someitar Semester
Draft LKPD R Draft LKPD
4 jam
Somester Somoster
Draft LKFD . . s
1 jam Disposisi
Samsster
. o . Draft LKPD
Disposisi 10 menit
Semsster



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG

I W s”™»\

BARAT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dasar Hukum

1.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tantang Sistem Parancanaan Pambangunan

Nasional

Peraturan Pemedntah No.71 Tahun 2010 tantang Stanoar Akuntansi Pemerintahan

Permendagri No 59 Tahun 2007 tantang Pa/ubahan Permendogrl No.13 Tahun
2006 tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No 21 Tahun 2011 tantang Perubahan Permendagri No.53 Tohun
2007 tantang Padoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterkaitan

Peringatan

SOP Bidang Akuntansi

Nomor SCP

Tangd Rodst
Tinogal Afkif
D»uhksodch

Nama SOP

j*

/' KEPALA*AMN PENOELQi*lwiattANaAN

I

OAMASIT * JOr-

Dr».

/P e /b 'naTK.l
NIPy<9606i524 196603 2.006

Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah

Daerah dalam rangka pertanggunojav/aban

pelaksanaan APBD berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) Daerah

Kuolifixnsl pelaksono

1. Knsubbld Akuntansi dan Pelaporan

Pe'alatan/parle

w w N

ngkapzn

. Komputer
. Intornet
. Alat Tulle

. Printer

PenoaUtan den penJataan”

Apabila Penyusunan Laporan Keuangan Pamarintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Disimpan sebagal pendukung dokumen peleporsn

pelaksanaan APBD bordaurkan 8tandar Akuntansi Pemerintah (SAP)tarlambst dibuat maka

proaea penyampaian laporan akan taitunda

Kegiatan

Menorma dan melakukan ealattnal
alas Laporan Keuangan OPD yang
terdiri dori Laporan RaaUaaal
Anggaran, Neraca. Laporan
Operasional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE), dan Catatan atas
loporan Keuangan (CaLK) dangan
data pendukungnya apabila audah
bener digunakan sebagal bahan
penyusunan IKPO

Mengumpulkan data Laporan
Keuangan BUMD dan dokuman
pendukungnya

Melakukan Konsolidasi dangan entitas
Akuntansi untuk menyusun LKPD dan
cebagai Draft LKPD akhirtahun

Melakukan Jurnal Konsolidasi dan
Jurnal Penyosualan dan mengajukan
Draf LKPD ke Kabid

Memeriksa Draft LKPD yang disusun
Kisubid jika tidak setuju
mengembalikan kepada kasubid, jika
setuju momberi paref dan mengajukan
kepadt Kabon

Memeriksa Draft LKPD jika tidak
setuju mengembalikan kepada
kabid, jlks setuju mambart paraf pada
LKPD don mengirimkan U (PD ka
Inspektorat sebagai bahan Review

Bersama Kabid dan Kasubbld
melakukan perbaikan LKPD
berdasarkan haall Review Inspektorat

Setelah moiakukan panyarpumaan
LKPD dl ajukan ka Bupati untuk dl
tandatangani

Pelaksana

Kelengkapan

leporan
Kouangan OPD.
BUMD don
Dokunan
Pendukung
Lainnya

Draft LKPD dan
Doliuman
Pendukung
Lainnya

Droft LKPD

Droft LKPD

Draft LKPD

Draft LKPD

Mutu Baku
K.ateranga
Output
Tanda
3 Minggu Torime
Dokemen
2 Minggu Draft LKPD
1 Hari Draft LKPD
1 Hari Draft LKPD
1 Herl Droft LKPD

Draft IKPD



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dasar Hukum

. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tantang Siatam Perencanaan Pembangunan

Nasional

2. f«returan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tantang StandarAkuntanal Pamarintahan

3. Ptrrramiagri No M Tahun 2007 tantang Parubahan Parmtndagrl No.13 Tahun
2C06 tantang Padoman Pangalolaan Kauangan Daarah

4. Permtndagri No 21 Tahun 2011 tantang Parubahan Parmandagrl No.50 Tahun
2007 tantang Padoman Pengelolaan Kauangan Daarah

5

Keterkaitan

SCP Bidang Akuntansi

| Peringatan

Apabila tidak dilaksanakan maka manghambat OPD dalam Meng'mput Data « Data Transaksi
Kauangan.

Ktgiatan

Menerima Surat Pengajuan
Par lasangan/Parhaikan Jaringan
OPD dan Membuat Persetujuan

Pemasengan/Parbalkan/Pemallharaan
Jaringan

Memerriksa dan Memverifikasi
Persetujuan
Pamtsaitgan/Perbalkan/Pemeliharean
Jaringin. jika uetuju

memberi paraf dan menyerahkan
kepada kabid untuk
ditandatangani, jika Udak setuju
|Ji(tnaamhallkan kanada.atatt.

M jmverifikeji Dispotlcl Peruatujuen
Pemasangsn/Perbaiksn/Pemellharien
Jaringcn jika satuju

msmberi paraf don manyarahkan
kapada kabid untuk

ditandatangani kaban. Jika tidak satuju
mangombalikan kapada kaaubbid.

Menerima Lembar ParsetuJuan
Pomasangan/Parbalkan/Pamaliharman
Jaringan dari Kabid Jika setuju
menandatangani dan jika tidak satuju
dikembalikan kapada Kabki

Manarima Lembar Paraatujuan
Pomasangrn/Perbelkan/Pemellheraan
Jaringan yang taiah

ditandatangani oleh Kaban dan
diserahkan kepada Kasubld
Dokumentasi dan Informasi

Memerintahkan staf untuk melakukan

Pemasangan/Parbaikan/Pemaliharaan
| Jaringan

KEPALA BADAN PENGELO&,

DAN ASET

'KEUANGAN

Pemasangan/Perbaikan dan Pemeliharaan
Jaringan SIPKD

Kualifikasi p«laksana

1. Kasubbld Dokumanteal dan Informasi

ParolataiWparlangliopan

1
2.
3.
3.

«

Komputer
inlornot
Alat Tulis
Printor
Harddisk

Pencatatan dan pendataan

Dlulmpan sebagai pendukung dokuman pelaporan

Kelengkapan

Komputor, Printor,
Alat Tulis

Lembar
Persetujuan
Psmasangon/Porb
aikr.n/Fomeliharao

n Jaringan

Lernbar
PorseUiju«n
PamasangrrUPurb
aikan/Pomellhsraa
n Jaringan

Lembar
Persetujuan
PnmaaangsrVPerb
ulkirvPemollhorea
n Jeringr<n

Lembar
Psrsetujutn
Pemasangart/Perh
aikan'Pemeliharaa
n Jaringun

L.ombar
Porsstujutn
Pomanangan/Perb
aikan/Pemellheroa
n Jaringan

Mutu Baku

Waktu

10 Menit

10 Menit

10 Menit

5 Menit

Output

Lembar
Persetujuan
Pomasangan/P
arbalkarvPema
* liharman
Jaring;

Lembar
Persetujuan
Pemasangan/P
erbaiksn/Peme
liharaan
Jarlngnn

Lembar
Persetujuan
PemasanoarVP
erbolkan/Pemt
ilharaan
Jaringan

Lembar
Persetujuan
Pemnsangan/P
erbalkan/Pemt
llharaan
Jaringan

Lembar
Persetujuan
Pemasangan/P
erbaikarJPeme
llharaan
Jaringan
Lembar
Persetujuan
Pomesangan/P
orbalkan/Pome
liharaan
Jaringan

Keteranga



Molakukin

Ptmasangan/Porbaikan/Pamallhirian
Jaringan

Manbuat laporan haall
Pemasangan/Parbalkan/Pamallharaan
Jaringan

2

<omputar,
internat Alk Tullb,
du tit; - tilt
Ininya.

Kom ~utar, Printar
in tour at, Adat Tuli*

2 Jam

10 Mini!

Laporin hull
ptktrjttn






PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Darar Hukum

. Undeng.undeng No 25 Tahun 2004 tenbng
Sistom Perencanaan Pembangunan

2. Peraturan Pemerintah No.71 Tihun 2010 tentang Slander Akuntansi Pemerintehan

3 Permondagri No 59 T»hun 2007 tenteng Perubahan Penaendegrl No.13 Tahun 2006
tontang Pedoman Pengelolaatv Keuangan Daerah

4

tontang Padoman Pengelolaan Kauangan Daerah

Keterkaitan

* SOP Bidang Akuntansi

Peringatan

Permendagri No 21 Tahun 2011 tantang Pembahan Permendagri No.ti9 Tahun 2007

Nomor SOP * |
Tanggal I’ ombuatn

Tangeal Rod
Tanggel Blaif
Dls*hkan oleh /

/1

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Dri. FWU"mMOHANO.M E V j~

NIP.\6tx/xU 195003 2 006

Neme COP Pelaksanaan Rekonsiliasi Belanja Daarah

* Kualifikasi pftakr.ane

1. Kasubbid Penatausahaan Keuangan

Peralaten/porlangkapan

1. Komputor
2. Inlornel
3. Alat Tulis
3

Printer

Pencatatan dan pendatalm

Apabila Pelakannaun Rekonsiliasi Pandapstan dan Belanji Daerah terlambat dibuat maka proics Disimpan sobagai dokumen laporan keuangan

ponyi'sunan lapo an juga akan tartunda

‘Pelaktsnu

Kegiatan Kasubbid

Kaban Ptnalausahe

Kabid

an Keuangan

Menerima dan memeriksa kelengkapan
dokumen dari OPD dan malakukan
rekonalliaai dengan OPD dan
menyerahkan Berita Acara Rekonsiliasi
realisasi belanja OPD yang telah di landa
tangani oloh Bendahara OPD dan
Penanggung Jawab Pelaksana yang telah
b<?nar kepada Kasubid

Memeriksa laporan hauil rekonsiliasi yang
dibuat PenanggungJawab Pelaksana jika
tidak satulu mengembalikan kepada
stafuntuk diserahkan kepada OPD, jika
setuju menyerahkan kepada staf untuk
didokumentasikan

V» i Tidak

<J>

Mencatat dalam kertas kerja hasil Berita
Acs i Rekonsiliasi Realisasi Beii

jto?D

Mutu Baku

Kcterang

suf Kelengkapan Waktu Output

SPJ Fungsional
BKU

Lsp. Penutupan Kas
Register SP2P
Register STS

Buku Pajak

Laporan

Perifgggungjawaban

Buku Kaa Tunai

9 Buku Simpanan/Bank

10 Buku Panjar Berita Acr.el

Rek Koren Terakhir Rekonsili;v«
6erlte Acara
RokpnsWasl Aset
Surai pornystean
Tenggung Jawab
Verilikjsi bolanja oleh
PPK
Doftar Bolanja Dibayar
Dimuka
Daftar Belanja yang
Diserahkan ke
Mosvatekol
10. Buku Persidlaan
SP2D Dan Dokumon
S

realisasi be' "
OPD

17.

Barite Acora
Rekonsiliasi
realisasi belarja
OPD dan Tehh
Sesuai

Inmbor Kerja Berita

o 10 monit
Acara Rekonsiliasi

Laporan Berita
Lembar Kerja Barite

Acari Rakchslllosl

) Acara Rokorsmasi
5 menit

realisasi bolanja
iGPD



Mendokumentasikan dsn Menyimpan
Berkas Dokumen Berita Acare Rekonsiliasi

Ftealisasl Belanle OPD

Dokumentas

Berita Acara
Komputer, Scannor,

Alot Tulis

5 menit JRekonsiliasi
reallsar.i bela

££E



Datar Hukum

1 Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

2 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pomorintahan

3. Pcrmendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagrl Nc.13 -Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

a Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagrl Nc.59 Tahun
2007 tentar.g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5

Keterkaitan

SOP Sidang Akuntansi

Peringatan

Apabila Pe nyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaks inr.an APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)teriambat dibuat makn
proses penyampnian laporan akan tertunda

Mo. Kegiatan

“RTenenma dan melakukan asistensi
atas Laporan Keuangan SKPD yung
terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran. Neraca. Laporan
Operasional (LO). laporan Perubahan
Ekuitas (LPE). dan Catatan atae
Laporan Keuangan (CaLK) dengan
data pendukungnya apabila audah
benar digunakan sebagal bahan
penyusunan Laporan Keuangan

Pasrah.

Melakukan Konsolidasi dengan entitas
jAkuntansi untuk menyusun LKPD den
{sebagai konsep LKPD

Momonkso Konsep LKPD yang
disusun Kasubld jika tidak setuju
mengembalikan kepada kasubld, jika
setuju membori paraf dan mengajukan
kepada Kaban

Memeriksa Konsep LKPD jika tidak
| setuju mengembalikan kepada
kabid, jika t etuju memberi paraf don
memerintahkan Kabid untuk dicetak
gandakan -

Uersame Kasi'bid dan Staf
mencelakgandakan Laporan
Keuangan Pemerintah Duerah

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
terdaurkan Standar Akunumsl remerintah (SAP)

Daerah

(notifikasi polakstr-n

1. Ka tubblc' AkunuUntl don Pelaporan

PeralatarWperlengkapan

1 Kt mputor
2 Intemet

3. Alai Tulis
3. Pnnte*

Pencalnnn dan pondo‘non

Disimpan oobagni pendukung dokumen pelaporan

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu

Loporen
Keuangan SKPD
dan Dokumen 1 Bulan
Pendukung
Lainnya

[laporan
Kouangan SKPD
dan Dokumen i 2 Minggu
Pendukung
Lainnya

Konsep Laporan

2 jam
Kouangan Daoroh

Konwop Laporan

2 jam
Kouangan Daerah

Disposisi 10 menit

Output

Tanda
Terima
Data

Konsep
Laporan
Keuongan
Daorah

Konsop
Laporan
Keuangon
Daerah

Disposisi

Konsep
Laporan
Keuangan
Daerah

Keteranga
n



Nairn» SOP

Tanggal Fombualnn

Tangpal Ravisi
Tonggol Elakiif

Dlaahkan filoh t KEPALA BADAN PENOELOL]

DAN ASET DA!

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG

Barat

Pen usunarx igtunjuk Teknle Kebijakan
BADAN pengelolaan keuangan dan aset daerah Numo SOP Y P ) )
AkunUnal PemerinUh Daerah

Dasar Hukum Kualifiko«.i pelaksana

1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tantang Sistem Pifencanson Pembangunan

*.
Nasional

Kasubbid AkunUnsi dan Pelaporan

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tenter.g S’ender Akuntansi Pemerintahan

Permondegri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pennendagrl No.13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Parmnndao.fi No 21 Tahun 2011 lantang Parubahan Permandagrl No.59 Tahun
2007 tentpng Pedoman Pengelolaan Kauangen Daerah

Keterkaitan PeriletariJp erlungkipan

SOP Bideng Akuntansi

Pemuatan

Apaoila Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rengka pehanggungjawaban
pelaksanaan APBD berdaaarken Standar Akuntansi Pemerintah (KAP)teriembat dfeunt maka
proses penyampaian laporan akan tertunda

No. B KegiaUn

IMengumpulkan Kebijakan Akuntansi
|Pemerintah Daerah lain, Peraturan
Pemerintah, dan Rogulaal terkait
Isobagi rofeiensi

Menyusun dan menyerahkan kepada
kabid draft kabijakan akuntansi dari
hasil benchmarking kabijakan
akuntansi Pemerintah Daarah lain
dan diseuualkan dengan peraturan
pemerintah no.71 tahun 7010 tentang
Standar Akuntansi Pemarintah

Menerima dan memeriksa Draft
Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah dan melakukan brainstorming
dengan staf. Kasubid serta konsultan
ahli, jika draft Udek sasual dengan
hasil brainstorming maka
dikomhalikan kepada Kaaubid untuk
diperbaiki, jika setuju memberikan
| paraf dan menyerahkannya kepada
jKaban

jM . norima den memeriksa Draft
k obijaknn AkunUnal, jika ttdak setuju
mengembalikan kepada Kabid untuk
Idiperbaiki, jika setuju memberikan
paraf dan menyerahkan kepada kabid
untuk mongaiukan penevapan ke
Bupati

Mengajukan penetapan Kabijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah
kepada Bupati Tanjung Jabung Barat



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

Pengiriman L/potan Proyeksi Belanja, Posisi Kn
Bulanan dan Rekening Sub Registry
UADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Narma SO0

Menggunakan Aplikasi SIMPATIK dan
DASHBOARD SIKD

Dasar Hukum Kualifilmal palakscna

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 lantung pemeriksaan pengelolaan dan

t. Kr.subbid Akuntansi dan Pelaporan
tanggung jawab keuangan negara;
2. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Informasi dan transaksi elokt/onlk;
? Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendaltan Intornal
Pemerintah;
i Peraturan Mentari Keuangan Nomor; 13/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang
Konvorsi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/ stau Dana / lokasi Umum Oslam Bentuk
Nontunsl;
5

Peraturan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-WPK/2016 tentang
Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil den/stau Dsns Alokasi Umum Bagi Oaerah yting
Tidak Menyampaikan Data Perkiraan Balanja Operasi dan Belonjs Modal Bulanan,
Laporan Posisi Kss Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulsnsn, dsn Ringkasan Realisasi
APBD Bulanan; t

Surat Edaran Mentari Kauangan Nomor SE-1/PK/2016 tantang Tata Cara
Penynrnprian Data Porkiraan Balanja Oporasl den Belanja Model Bulanan, Laporon

Posisi Kas Bu'anan dan Ringkasan Rer'lsasi AP8D Bulanan serta Rekening Sub-
Registry pada Bank/Lembaga Kustodian.

Keterkaitan Puralnlon/porlengkapan
SOP Bidang Akuntansi . Komputer

. Intarnat

Alat Tulis

. Printer

. Hurddlek

AW W N

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Aoabiln pengiriman data laporan kauangan bdak dilaksanakan maka Pamarintah Kab. Tanjab Barat Disimpan sebagal data taporan kauangan yang sudah dl validasi dan sasur
akan oikanai sanksi berupa penundaan penyaluran DBH atau DAU dengan data softeopy yang dikirim malalul DASHBOARD SIKD

Mutu Baltu Kataranp »j
Kegiatan

Kulengkapan | Waktu Output
Mnlakukan Instalasi dan Konflgurati

Aplikasi SIMPATIK-;

« Posisi Kas
Molakukan entry data proyeksi belanja

Bulanan
< N N C.pdfdan
dan posisi kas bulanan pada aplikasi \rar)
SIMPATIK; "
Komputar, Printer, * Proyekal
Molakukan download proyeksi Seiner, Internet, 30 Menit belanja
belanja, posisi kas bulanan Alat Tuli* (\pdfdan
(Vrar)dan mencetak tapoian \rar)
proyeksi betanla dan postal kas « Rokaning
bulanan fpdf) serta meminta su>
persetujuan data taporan yang registry
akan dikirim melalui
,daaiibpardSIKD. L
« Posisi Kas
Menerima dan mengorekal data Bulanan
laporan yang akan dikirim melalui - Posisi
Dashboard SIKD dari stafjika setuju Belanja
memberikan paraf dan Jika tidak setuju Rekening
dikombalikon kepada staf Jup
P iBititoL
Mcnorimo data laporan yang - Poilii K» - Postal Kas
akan dikirim melalui Dashboard Bulanan Bulanan
SIKD dari Kasubld jika setuju + Proyeksi - Posisi
memberikan paraf dan Belanja Balanja
menyerahkan kepada Kaban - Rt kaning Rekening
untuk ditandatangani dan jika Sub Registry Suh
tidak setuju dikembalikan Registry
- Posisi Kas « Postal Kas
Menerima data laporan yang akan Bulanan Bul&nan
dikirim melalui Dashboard SIKD dari « Proyokri ) « Proyeksi
Kabid jika setuju menandatangani dan Belanja 10 Menit Belanja
I jikri tidak setuju dikembalikan kepada + Rekening « Rokening
{ Kabid

Sub Registry *Sub Registry



>

Menorima data laporan yang akan 1
diking melalui Dashboard SIKD yang t—
telah ditandatangani Kaban untuk

disorahkan kepada KasubUJ

Menerima dan mamorintahka» kepada
staf untuk mengirim dengan
melakukan upload data laporan (\rar
dan *.pdO melalui Dashboard SIKD
Menglnmican laporan keuangan
dengan melakukan upload data
laporan (\rar dan \pdf) malalul
Dashboard SIKD

Melakukan pemeriksaan status
pengiriman datu laporan dan
validasi data yang masuk pado
Dashboard SIKD

Menyimpan file (softeopy) data laporan
dan mengarsip data terebut

- Posisi Kos

- Proyeksi
Botonja
* Rnkaning
Sub Reolstr/
Yo =

Komputar

>Posisi Kas
tiulanon
* Pioyaksl
Bolanja
<Rekening
Sub Kagtuy

TPOTT&TT
Buisnsn

1 Proyaksl

10 m»nlt
Bolanja

* Rakanino
SubRankt/v

5 Menit

Posisi Kas
Bulansn

15 Monrt : POSI?‘
Bolanja

* Rekening
Sub Registry



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

BaDAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dasar Hukum

. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tantang Sistam Perencaruan Pembingunan

Nasional

2. Doraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tantang Standar Akuntan»! Pemerintahan

3. Pormendagri No 53 Tahun 2Q07 tantang Parubohan Parmandagrl No.13 Tahun
2006 tantang Padoman Pengelolaan Keuangan Daarah

a Permendagri No 21 Tahun 2011 tantang Parubahan Parmandagrl N >.59 T;jhun
2007 tentang Padoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5

Keterkaitan

SOP Bidang Akuntan»!

Peringatan

Apabila Backup Datahaso tidak dilaksanakan maka jika tarjsdi korusskan database

(Corrupted), database aplikasi kauannan (ehnanca) akan hilang sehingga aplikasi
keuangan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya

Kegiatan

Melaku'an Instalasi dan Konfigurasi
Flamerobin dan FIBS (Firebird
Interbase Backup Scheduler)

Melaksai.akan backup database
Sears Berkala Menggunakan
Flamerobin dan FIBS (Firebird
Interbase Backup Scheduler)

Mnmberikan nama nia hasil Backup
Database sesuai dengan Ketentuan
YTYY-MM-DD rTahun-Bulan-Tanggalj
dan menyimpan file dalam hardlsk dan
morastora data backup

kodalnm database utama serta
memastikan database Hasil Restore
sesuai (Jumlah Atctivtas/LRA/ Jumlah
SP7D/Jumli»h BUD)

Melar-orkar Secaru Berkala (Bulanan)
data hasil Backup Database kepada
Kasubbid akuntansi dan pelaporan

Manarirr.a Laporan Secara Berkala
(Bulanan) data hasil Backup
Database dari staff, jika setuju
memberi psraf dsri menyerahkan
knpada kabid untuk
ditandatangani, jika tidak aetuju
mongnmbalikar, kepado staff

;'Menon'rna laporan Secara Berkala
; (Bulanan) data hasil Backup

' Database dari Kasubbid Akuntan»!
Idan Polaporan. jika setuju
membe/. paraf dan manyorahkan
Ikopada Kiban untuk
jditandatangani, jika tidak setuju
Imenonmballkan keoada Kasubbid

Nomor SOP -
Tanggal Pomouatan

Tanspal Rwiti

Tanggal EtoNiif

Disahkan oluh |—KEPALA BADAN PENOEI

DAN A3ET

Dfi.RAJIUN SITOHANO. ME
pimbWe TK.I

NIP. 18060574 1C8603 2 006
-7

Nama SOP Backup./Rastore Database

Kualifikasi peleksen»

1. Kasubbid Dokumantaal dan Informasi

PereliUtn/perlengkapan

. Komputer
. Internat

. Aiat Tui.s

w w N e

Prmtor
. Harddisk
Panertotan dan ponds*aan

IN

EUANGAN

71



ic

L e «vif oactcup
Database dan Kabld
Ptsrbendaharaan dan Akuntansi,
iku satiSju mambari tandatangan
dan manyarahkan kapada Kabld
untuk. dldakumaMukllatiii Uka
Idak aati'ju m«\oamb4lik»r

kapada kabid patbaAdkharaan dan
akuntansi imluk HinarhalkL -«

Menorima lapoian yang lelah
ditandatangani oleh Ketan oan
diserahkan kepeda Kasubld
Akuntansi dan Pelaporan

Memerintahkan staf untuk
mendokumentasikan Laporan Hasil
Backup (Database

Mondokumontasikan Laporan
Hasil Backup Database

Ya

ciz2)

Laporan
F'elaksanaan
Backup
Databooo

Laporan
ielaksonaan
Backup
Database

‘.oporan

p 3laksanaan
Backup
Database

Laporan
Pe‘aksonaan
Backup
Database

20 M*nit

5 Menit

S Menit

5 Merit

Laporan
Pelaksana
an Backup
Database

Laporan
Pelaksana
en Backup
Database

Lat'oran
Polaksonaeri
Backup
Database

Laporan
Peloksana
an Backup

Database



L

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DASAR HUKUM:

1.
2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2C04 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan Presiden RI Nomor ?0 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahan 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permend3grl Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No.59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KETERKAITAN:

2.
3.
4

5.

SOP Sekretaris Badan
SOP Bidang Andaran
SOPCidartg Perbendaharan
SOP Bidang Akuntansi

PERINGATAN:
Apabila Pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan terlambat dibuat maka

pengajuan pencairan akan tertunda

18

NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN Januari 2018
TGL REVISI Jar.uari 2018
TGL EFEKTIF Maret 2018
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNA25075 BARAT F
Drs. RAM HANG. ME
Pembina Tkyf
NIP. 19611120 199203 1001
NAMA SOP Pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) Keuangan

KUALIFIKAS! PELAKSANA:
KASUBBAG KEUANGAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Internet

2. Komputer
3. Alat Tulis
4. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan lainnya



]

| >

NO »a K j E

} 1

1

Menerima SPid2n kelengkapannya dari PPTK

Melakukan pengecekan SPJ dan dokumen pengajuan
dari PPTK dan menyerahkan kepada kasubbag

Keuangan

Melakukan Verifikasi SPJ dan dokumen pengajuan
dengan DPA, jika tidak setuju mengembalikan ke
£?endahara untuk diperbaiki jika setuju,
ndatangani form verifikasi* membuatkan dan
mberi parafSPM dan menyerahkan ke Sekretaris

rima dan memberi paraf SPM

Si’\Si]SQHKSieSfe'gSJ;‘ rm m m m m

Illlendah”ra/

h

57"&K'\&TAR B>

SPJ dan
dokumen
pengajuan

SPJ dan
dokumen
ngajuan

Ya

SPJ dan
dokumen
pengajuan

5 menit

1 Jam

1 Jam

KI»*siy?;

SPJ dan
dokumen
pengajuan

SPJ dan
dokumen
pengajuan

Surat
Permohonan
Pembayaran



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DASAR HUKUM:

1-
2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slsiem Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2C12 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Perrr.endagn NDmor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No.59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KETERKAITAN:

A wWwN R

5.

SOP Sekretaris Badan

SOP Bidang Anggaran

SOP Bidang Petbendaharan
SOP Bidang Akuntansi

SOP Bidang Aset

PERINGATAN :

Apabila Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penggunaan Anggaran terlambat dibuat maka

proses pelaporan berikutnya akan tertunda

NOMOR SOP
T6L PEMBUATAN
TGL REVISI

TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

19
Januari 2018

Januari 2018

Maret 2018
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DANASET B£ A H

KABUPATEN TANJUNJN"CbONS BARAT

Drs. RAJIUI

Pembina
NIP. 196WT20 199203 1001

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penggunaan Anggaran

KUALIFIKASI PELAKSANA:

j KASUBBAG KEUANGAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Internet
2. Komputer
3. AlatTulis
4. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai pendukung dokumen pelaporan lainnya



Menerima disposisi dari Sekreiaris Badan dan

meneruskan kepada Staf untuk menyusun Laporan

Reajisasi Penggunaan Anggaran

Menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran dan

menyerahkannya kepada Kasubag Keuangan

Memeriksa laporan yang dibuat staf, jika tidak setuju

mengembalikan kepada bendahara dan jika setuju

memberi parafdan menyerahkan ke sekretaris

Memeriksa laporan dari Kasubag Keuangan, jika tidak
setuju mengembalikan kepada Kasubag Keuangan dan
jika setuju membubuhkan paraf dan menyerahkan ke

Kaban

Memeriksa laporan dari Sekretaris, jika tidak setuju

mengembalikan kepada Sekretaris dan jika setuju

mengesahkan dan menyerahkan ke Sekretaris

Disposisi

Disposisi

Konsep Laporan
Realisasi
Penggunaan
Anggaran

Konsep Laporan
Realisasi
Penggunaan
Anggaran

Kam a Laporan

Realisasi
Pengguno*«i

Anggaran

5 Menit

2 Jam

30 Menit

35 Menit

15 Menit

Disposisi

Konsep Laporan
Realisasi
Penggunaan
Anggaran

Konsep Laporan
Realisasi
Penggunaan
Anggaran

Konsep Laporan
Realisasi
Penggunaan
Anggaran

Konsep Laporan

Realisasi
penggunaan

Anggaran






BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DASAR HUKUM:
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.

2 Peraturan Presiden Rl Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua at2S Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No.S9 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah

7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KETERKAITAN:

SOP Sekretaris Badan

SOP Bidang Anggaran

SOP Bidang Perbendaharan
SOP Bidang Akuntansi

. SOP Bidang Aset

PERINGATAN :
Apabila Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangar Semesteran dan Akhir Tahun terlambat

O~ 0N e

dibuat maka proses rekonsiliasi laporan juga akan tertunda

20

I NOMOR SOP

J TGL PEMBUATAN Januari 2013
TGL REVISI Januari 2018
TGL EFEKTIF Marei 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DISAHKAN OLEH
KABUPATEN TAWU&<SJABUNG BARAT

Drs. RAUUNSITOHANG. ME
Pembiitaji. 1
NIP.«611120 199203 1001

Penyusunan dan Penyampaiair Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir

NAMA SOP
Tahun

KUALIFIKASI PELAKSANA:
KASURBAG KEUANGAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Internet
2. Komputer
3. Alat Tulis
4. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Disimpan sebagai dokumen laporan keuangan






smAsfArnmii

Laporan

Keuangan

Menyerahkan Laporan kepada Kasubag Keuangan
Semesteran dan

AkhirTahun
i
Disposisi 10 Menit Disposisi
Menyerahkan Laporan kepada staf untuk diserahkan
kepada pihak terkait dan mendokumentasikannya
Disposisi 10 Menit Dokumen
Menyerahkan Laporan kepada pihak terkait dan Laporan
Keuangan

Semesteran dan

n Akhir Tahun dan
tanda terima

mendokumentasikannya



e e meie == =



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

DASAR HUKUM

1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan  Barang  Milik
Negara/Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang M ilik Daerah.

KETERKAITAN

PERINGATAN
Jika tidak dilakukan hibah atas BMD yang

tidak digunakan maka pendayagunaan BMD
tidak optimal.

NOMOR SOP

TGL PEMBUATAN Juli 2018
TGL. REVISI Juli 2018
TGL, EFEKTIF Juli 2018 .
DISAHKAN OLEH KEPALA Bg”ADp
\
Drs.RAJI TOHANG, ME

Pembina/Utami muda
NIP. 19611120 19>208 ! oo1
NAMA SOP Hibah BMD oleh Pcneelola
Barang
KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Memilikikemampuan di bidang pengelolaan Barang
Milik Dagerah.
2. Memahamitugas dan fungsi di bidang Prengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang milik
daerah.

PERALATAN/PERLENGKAPAY
1 Alat Tulis Kantor
2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meja kursi kerja
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Didokumentasikan dengan baik.



-

Nn

*

10.

Kegiatan

Menerima dan memlisposisi kepada Kabid Sura: PermohonanH'pah
| dari pihak penerima >tnh t-f-ad? Pups; K rIHi

Memfasilitasi Tim Pernindahtanganan untuk melakukan penelitian data
administratif dan penelitian fisik dan melaporkan kepada Kaban.

Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Tim.

Kabid untuk

Menerima Berita Acara dari Tim dan menugaskan
membuat SK Bupati tentang Penetapan BMD menjadi Objek Hibah
berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Tim.

Mengonsep SK Bupati tentang Penetapan BM D menjadi Objek Hibah.

Memproses SK Bupati Penetapan BM D menjadi Objek Hibah.

Menerima SK Bupati Penetapan BMD menjadi Objek Hibah,

menugaskan Kabid untuk membuat Surat/Nota Dinaskenada Bupati
perihal permohonan persetujuan hibah yang ditandatangani Pengelola
Barang,

Mengonsep Surat/Nota Dinas Pengelola Barang perihal permohonan

persetujuan hibah kepada Bupati.

Memproses Surat/Nota Dinas Pengelola Barang perihal permohonan

persetujuan hibah kepada Bupati.

Menerima Surat/Nota Dinas Pengelola Barang perihal permohonan
persetujuan hibah yang telah didisposisi Bupati, menugaskan Kabid
untuk membuat SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah.

kabuii ' Kabid " kasubbid j Staf

—

il

Pelaksana

Kelengkapan
Agenda kerja

- Disposisi

- Surat Permohonan.

- Daftar Barang M ilik Daerah.
Konsep Berita Acara Hasil
Penelitian Tim

- Agenda keija

- Berita Acara Hasil Penelitian Tim

- Disposisi

- Berita Acara Hasil Penelitian Tim
Konsep SK Bupati tentang
Penetapan BM D menjadi Objek
Hibah

Agenda kerja

- Disposisi.

- SK Bupati Penetapan BM D
menjadi Objek Hibah

Konsep Surat/Nota Dinas Pengelola

Barang perihal permohonan

persetujuan hibah kepada Bupati.

- Agenda keija

- Surat/Nota Dinas Pengelola
Barang perihal permohonan
persetujuan hibah yang telah
didisposisi Bupati

Mutu Baku

Waktu
J menit

60menit

i5 menit

5 menit

15 menit

30 menit

5 menit

15 menit |

[S—

50 menit

5 menit

Output
Disposisi

Benia Acara Basis' Penelitian Tim.

Berita Acara Hasil Penelitian Tim

Disposisi

Konsep SK Bupati tentang Penetapan
BMD menjadi Objek Hibah

SK Bupati tentang Penetapan BM D
menjadi Objek Hibah

Disposisi

Konsep $0131/34013 Dinas Pengeiola
Barang perihal permohonan persetujuan

hibah kepada 3upati.
Surat/Not. Dinas Pengelola Barang
perihal permohonan persetujuan hibah

kepada Bupati.

Disposisi



li 1 Mengonsep SK Bupati lenr.ng Pf'aksanaan Hibah

12. Memproses SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah.

13. Menerima SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah, menugaskan Kabid
untuk membuat Naskah Hibah.

14. Mengonsep Naskah Hibah yang akan ditandatangani Bupati dan
Penerima Hibah.
15. Memproses Naskah Hibah yang ditandatangani Bupati dan Penerima
Hibah.
i
16. Menerima Naskah Hibah V.:ng ditandatangani Bupati dan Penerima
Hibah, menugaskan Kabid untuk membual Berita Acara Serah Terima
(3 AST).
17. Mengonsep Berita Acaia Serah Terima (BAST) yang akan
ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Penerima Hibah.
18. Memproses Berita Acara Serah Terima (BAST) yang akan
ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Penerima Hibah.
19. Menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani

oleh Pengelola Barang dan Penerima Hibah, menugaskan Kabid untuk

usulan BMD yang dihibahkan dan

membuat surat penghapusan

mcmbeBt SK Bupati tentang Penghapusan BM P .

Mengoioi&p surat usulan penghapusan BMD yang dihibahkan yang
i Pengelola Barang kepada Bupati dan membuat SK

tapusan BM D.

20 =

i . Pispnsisi

.. Dir.as
perihal
hibah

Ic."jgLiuio
permohonan
yang telah

| Barang
persetujuan
dioisposisi Bupati.

Bupati tentang

Konsep SK
i Pelaksanaan Hibah

l\_.
_|

Agenda kerja

- Disposisi.
- SK Bupati

a Hibah.
Konsep Naskah Hibah yang akan

ditandatangani Bupati dan
Penerima Hibah.

tentang Pelaksanaan

- Agenda Keija.

- Naskah Hibah yan&
ditandatangani Bup: ti dan
PenerimaH ib a h

- Disposisi
- Naskah Hibah.

Konsep Berita Acara Serah Terima
(BAST) yang akan ditandatangani
oleh Pengelola Barang dan
Penerima Hibah. o

Agenda kerja

- Disposisi
- Naskah Hibah.
- BAST Hibah.

Is menit"i Konsep SK Bupati tentang Pelaksanaan 8

30 menit

5 menit

15 menit

30 menit

0 menit

20 menit

30 menit

5 menit

20 menit

SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah

Disposisi

Konsep Naskah Hibah yang akan
ditandatangani Bupati dan Penerima
Hibah. _
Naskah Hibah yang ditandatangani
Bupati dan Penerima Hibah.

Disposisi

Konsep Berita Acara Serah Teruna
(BAST) yang akan ditandatangani oleh
Pengelola Barang dan Penerima.Hibah

(BAST)

Pengelola

Berita Acara Serah Terima
yang ditandatangani oleh

Barang dan Penerima Hibah.

Disposisi

Konsep surat usulan penghapusan BM D
yang dihibahkan yang ditandatangani
Pengelola Barang kepada Bupati dan
membuat SK Buapti tentang

Penghapusan BMP.




I

2\ j Memproses surat usulan penghapusan BMD yang dihibahkan yang

22.

23.

ditandatangani

Pengelola Barang kepada Bupati

Bupati tentang Penghapusan BMD.

Menerima Surat usulan penghapusan BMD
Penghapusan BMD.

dan membuat SK

dan SK Bupati tentang

Mendokumentasikan dan menatausahakan Administrasi Hibah BMD.

—

Konsep surat usulan penghapusan
BMD yang dihibahkan yang
ditandatangani Pengelola Barang
kepada Bupati dan membuat SK
Buapti tentang Penghapusan BMD.

Agenda kerja

Permohonan Hibah.

- Berita Acara Hasil Penelitian
Tim.
- Surat permohonan persetujuan

kepada Bupati.
- Suratpersetujuan Bupati.
- SK Penetapan Objek Hibah.
- SK Pelaksanaan Hibah.
- Naskah Hibah.
- BAST Hibah.
- Suratusulan penghapusan.
SK Penghapusan BMD.

30 menit

5 menit

20 menit

T

t
!

1 Surai usulan penghapusan B M D yang

dihibahkan yang ditandatangani
Pengelola Barang kepada Bupati dan
membuat SK Buapti tentang

Penghapusan BMD.

Disposisi

File Dokumen Hibah BM D



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

3ADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

DASAR HUKUM

1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang  Pengelolaan Barang  Milik
Negani/Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabuiig Darat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang M ilik Daerah.

KETERKAITAN
1 SOP Penetapan Status Penggunaan BMD

PERINGATAN
Jika BMD yang tidak dapat digunakan, tidak
dapat dimanfaatkan dan  tidak  dapat
dipindahtmgankan tidak dilakukan
pemusnahan dapat mengganggu efektif! tas
penggunaan dan tertib pencatatan BMD.

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN Juli 2018
TGL. REVISI Juli 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018
DISAHKAN OLEH KEPALAB "A d/

Drs.RA.NnUNOTOHANG, ME
PembUia/Utam:i Muda

NIP.19611*20 199203 1001
NAMA SOP Pemusnahan  Barang Milik
Daerah pada Pengguna Barang
KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Memiliki kemampuan di bidang Pengelolaan 3arang
Milik Daerah.
2. Memahami tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan
Bamng Milik Daerah.

3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang milik
daerah.

PERALATAN/PERLENGKAP AN
1 Ala! Tulis Kantor
2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meja kursi kerja
PENCATATAN DAN PENDATA/d4
Didokumentasikan dengan baik.



10.

11.

Pelaksana

Kegiatan
Kaban Kabid i Kasbhbiri i

Ccz}

Menerima surat permohonan pemusnahan BMD dari Pengguna

Barang kepada Bupati yang telah didisposisi Bupati*).
Melaksanakan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan

dan mengonsep surat Pengeiola Barang perihal permohonan
persetujuan pemusnahan BM D dilampirkan hasil penelitian.

Memproses surat Pengelola Barang perihal permohonan persetujuan

pemusnahan BMD.

Menerima surat Pengelola Barang perihal permohonan persetujuan
pemusnahan BM D yang telah didisposisi Bupati. Menugaskan Kabid
untuk membuat surat Buputi perihal Persetujuan Pemusnahan B M D

(bila pemusnahan BM D disetujui Bupati).
Mengonsep surat Bupati perihal Persetujuan Pemusnahan BMD

Memproses surat Bupati perihal Persetujuan Pemusnahan BMD

Menerima Berita Acara Pemusnahan dan surat usulan penghapusan

dari Pengguna Barang.

Mengonsep SK Bupati tentang Penghapusan BMD.

Memproses SK Bupati tentang Penghapusan BM D .

Menerima SK Bupati tentang Penghapusan BMD yang telah

ditandatangi Bupati.

Mendokumentasikan administrasi pemusnahan BMD.

StnJ

fZD

> Na:.

Agenda kerja

Dokumen kepemilikan barang.
Daftar Barang Pengguna.
Daftar BMD.

Foto/gambar BM D

Konsep Kerja Hasil Penelitian.
Konsep surat Pengelola Barang
perihal permohonan persetujuan

pemusnahan BMD

Agenda kerja

Disposisi
surat Pengelola Barang perihal

Mutu ikikir

j

permohonan persetujuan pemusnahan

BM D yang telah didisposisi Bupati.

Konsep surat Bupati perihal Persetujuan

Pemusnahan BMD

Agenda ketja

Berita Acara Pemusnahan
surat usulan penghapusan dari

Pengguna Barang

Konsep SK Bupati tentang Penghapusan

BMD.

Surat persetujuan Bupati
Berita Acara Penelitian Tim

Permohonan Pemusnahan BM D
Persetujuan Pemusnahan B M D
Berita Acara Pemusnahan BMD
Usulan Penghapusan BMD.

Waktu

5 menit

60 menit

15 menit

0 Nnenit

1o menit

30 menit

5 menit

5 menit

30 menit

15 menit

15 menit

—

Output

Disposisi

- Konsep Kerja Hasil Penelitian.
- Konsep surat Pengelola
Barang perihal permohonan
persetujuan pemusnahan B M D
surat Pengelola Barang perihal
permohonan persetujuan
pemusnahan B M D

Disposisi

Konsep surat Bupati perihal
Persetujuan Pemusnahan BMD

Surat Bupati perihal Persetujuan
Pemusnahan BM D

Disposisi

Konsep SK 3upati tentang

Penghapusan BM D.

SK Bupati tentang Penghapusan
BMD.

SK Bupati
BMD yang akan dijual.

tentang Penetapan

File Dokumen Pemusnahan

BMD.

«V- WeZ*.!



NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN Juli 2018
TGL. REVISI Juli 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018
DISAHKAN OLEH KEPALA/BI?AAD/"
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG Drs.RA. SITQHANG. ME
JABUNG BARAT Ptrinbiria Utama Muda
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN N 1P /19611120 199203 1001
ASET DAERAH NAMA. SOP

Penetapan Status Penggunaan
Barang Miilik Dacr in__
KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan di bidang Penge ‘aan Barang

DASAR HUKUM
1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 1

tentang Pengelolaan Barang  Milik Milik Daerah.

Negara/Daerah. 2. Memahami tugas dan fungsi di bidan: Pengelolaar
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Barang Milik Daerah.

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang miliV

Barang Milik Daerah. daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAP AN
1. SOP Penyusunan RKBMD PengadaanBMD 1 Alat Tulis Kantor
2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meja kursi kerja
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATA AN
Jika tidak ditetapkan status penggunaan BMD  Didokumentasikan dengan baik.
akan  mempengaruhi  tertibb  administrasi
pengelolaan BMP,




)
Penyampaian permohonan penetapan status penggunaan BMP dari Fenggur.a Barang kepada Bupati paling lambatpada akhir tahunyang bersangkutcn.

Kegjj.’la,

penggunaan BMD dari

surat permohonan penetapan siatus

Meneriina
lampiran berupa kelengkapan dokumen kepada

Pengguna Barang disertai
Bupati*).
Melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang

dipersyaratkan. Apabila dokumen yang dilampirkan tidak lengkap meminta

keterangan atau data tambahan atau pengecekan lapangan.

Memproses SK Bupati tentang Penetapan Status Penggunan BMD.

Menyampaikan SK Penetapan Status Penggunaan BMD kepada Pengguna

Barang dan mendokumentasikan SK

w

Kaban
— -

Pelaksana
j kabid ! kasubbid
1
"X
1 h
Tr
1 h

Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan bareng milik daerah setiap tahun.

Pengajuan permohonan disertai dokumen :

Untuk Tanak:
Fc 1MB
Fc dokumenperolehan
Untuk Bangunan:
» Fc Sertifikat
Fc dokumen perolehan
Selain Tanah dan Bangunan :
- Fc dokumen kepemilikan dan/atau
Fc dokumen perolehan

Staf

I

Kelengkapan

Agenda kerja

Surat permohonan penetapan
status penggunaan BMD.
Kelengkapan dokumen yang
dilampirkan/dipersyaratkan.
Surat permohonan penetapan
status penggunaan BMD.
Kelengkapan dokumen yang
dilamphkan/dipersyaratkan.
Berita Acara Penelitian atau
checklist kelengkapan dokumen

Mutu Baku

i

W aktu

5 menit

60 menit

30 menit

60 menit

Output

Disposisi

- Berita Acara Penelitian atau
checklist kelengkapan
dokumen.

SK Bupati tentang Penetapan
Status Penggunan BMD

- Tanda terima SK.
- File dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

DASAR HUKUM

1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang  Pengelolaan Barang  Milik
Negara/Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN
1 SOP Penetapan Status Penggunaan BMD.

PERINGATAN
Jika tidak diproses administrasi pengalihan
status penggunaan BMD akan mempengaruhi
tertib administrasi pengelolaan BMD.

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN Juli 2018
TGL. REVISI Juli 2018
TGL. EFEKTIF Tnii

DISAHKAN OLEH

PemKinjfUtarr.a Muda
NIP. 19611120 190203 1001
Pengalihan Status Pengguna»)
Baraug Milik Daerah (Inisiali
Bupati)
KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Memiliki kemampuan di bidang Penge olaan Baran,
Milik. Daerah.
2. Memahami tugas dan fungsi di bidan;; Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang milil
daerah.

NAMA SOP

PERALATAN/PERLENGKAPA n
1 Alat Tulis Kantor
2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meja kursi kerja
PENCATATAN DAN PENDATA AN

Didokumentasikan dengan baik.



vCgialan

Menugaskan Kabid untuk membuat Surat Bupati peribai Pemberitahuan

Pengalihan Status Penggunaan BMD.
Mengonsep Surat Bupati perihal Pemberitahuan Pengalihan Status Penggunaan

BMD.

Memproses Surat Bupati perihal Pemberitahuan Pengalihan Status Penggunaan
BMD.

Menyampaikan Surat Bupati perihal Pemberitahuan Pengalihan Status

Penggunaan B M D kepada Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru.

Menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengguna Barang lama

kepada Pengguna Barang ban' dan surat usulan penghapusan BMD dari

Pengguna Barang lama.
Mengonsep SK Pengelola Barang tentang Penghapusan BM D pada Pengguna

Barang Sama.

Memproses SK Pengelola Barang tentang Penghapusan BM D pada Pengguna

Barang lama.

Menyampaikan SK Pengelola Barang tentang Penghapusan B M D kepada

Pengguna Barang lama.
Mendokumentasikan Surat Pemberitahuan Pengalihan
BMD dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan SK Penghapusan BMD.

Status Penggunaan

tvahisa

Pelaksana

Kah.d

CD

Kasubbid

Staf

Kelam kanan

Agenda ker.a

- Daftar Barang Pengguna.
- Daftar Barang Milik Daerah.

Konsep Surai Pemberitahuan
Pengalihan Status Penggunaan
BMD

Surat Pemberitahuan Pengalihan
Status Penggunaan BMD

Agenda kerja

- Surat Bupati perihal
Pemberitahuan Pengalihan
Status Penggunaan BM D
kepada Pengguna Barang lama
dan Pengguna Barang baru.

- BAST *©

Konsep SK Pengelola Barang

tentang Penghapusan BMD pada

Pengguna Barang lama.

Surat Pemberitahuan
Pengalihan Status Penggunaan
B M D

BAST

SK Penghapusan BMP.

Mutu Baku

W aktu

5 mem;

10 menit

15 menit

20 menit

5 menit

10 menit

30 menit

20 menit

15 menit

Output

Perintah Lisan

Konsep Surat Pemberitahuan
Pengalihan Status Penggunaan
BMD

Surat Pemberitahuan
Pengalihan Status Penggunaan
BMD

Tanda terima surat

Disposisi

Konsep SK PengelLola Barang
tentang Penghapusan BM D
pada Pengguna Barang lama.

SK Pengelola Barang tentang
Penghapusan BM D pada
Pengguna Barang lama.

Tanda terima SK

File dokumen

Oo>>—
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PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

DASAR HUKUM
1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang  Milik
Negara/Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
.Tabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN

PERINGATAN
Jika tidak dilakukan hibah atas BMD yang

tidak digunakan maka pendayagunaan BMD
tidak optimal.

TGL. REVISI

NAMA SOP

NOMOR SOP «

*YGL PEMBUATAN Juli 2018
Juli 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018

DISAHKAN OLEH

KEPALAp-KAFy'

Drs.RAJTW sVfC HAM», ME
Periitfina Utan a Muda
N ip/19611120 199203 ! 001

Hibah BMD oleh Pengelola
Barang

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1 Memilikikemampuan di bidang Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

2. Memahamitugas dan fungsi di bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang milik

PERALATAN/PERLENGKAP AN
1 Alat Tulis Kantor

2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meja kursi kerja

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Didokumentasikan dengan baik.



10.

Kegiatan

! Menerima dan mendisposisi kepada Knb d sut
dari pihak penerima hibah kepada Bupati yang teiah didisposisi

Bupati.

Memfasilitasi Tim Pemindahtanganan untuk melakukan penelitian

data administratifdan penelitian fisik dan melaporkan kepada Kaban.

Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Tim.

Menerima Berita Acara dari Tim dan menugaskan Kabid untuk
membuat SK Bupati tentang Penetapan BMD menjadi Objek Hibah
berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Tim.

Mengonsep SK Bupati tentang Penetapan BMD menjadi Objek

Hibah.

Memproses SK Bupati Penetapan BMD menjadi Objek Hibah.

Menerima SK Bupati Penetapan BMD meDjadi Objex Hibah,
menugaskan Kabid untuk membuat Surat/Nota Dinaskepada Bupati

perihal permohonan persetujuan hibah yang ditandatangani Pengelola

Baranc.
Mengonsep Surat/Nota Dinas Pengelola Barang perihal permohonan

persetujuan hibah kepada Bupati.

Memproses Surat/Nota Dinas Pengelola Barang perihal permohonan

persetujuan hibah kepada Bupati.

Menerima Surat/Nota Dinas Pengelola Barang perihal permohonan
persetujuan hibah yang telah didisposisi Bupati, menugaskan Kabid
untuk membuat SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah.

j

PcniiohonanHibah | t

KaL;*n

j

Pelaksana

Kabid

Kasubniil

Staf

Keieiigkaj

~-Lnenda kerja

- Disposisi

- Surat Permohonan.

- Daftar Barang Milik Daerah.

Konsep Berita Acara Hasil

Penelitian Tim

- Agenda keija

- Berita Acara Hasil Penelitian
Tim

- Disposisi

- Berita Acara Hasil Penelitian
Tim

Konsep SK Bupati tentang

Penetapan BM D menjadi Objek

Hibah

Agenda kerja

- Disposisi.
- SK Bupati Penetapan BM D
menjadi Objek Hibah
Konsep Surat/Nota Dinas'
Pengelola Barang perihal
permohonan persetujuan hibah
kepada Bupati.
Agenda keija
Surat/Nota Dinas Pengelola
Barang perihal permohonan
persetujuan hibah yang telah
didisposisi Bupati

M litu Balm

W aklu

oOmenit

15 menit

5 menit

15 menit

30 menit

5 menit

15 menit

30 menit

5 menit

i Output

Berita Acara Hasil Penelitian Tim.

Berita Acara Hasil Penelitian Tim

Disposisi

Konsep SK Bupati tentang Penetapan
BMD menjadi Objek Hibah

SK Bupati tentang Penetapan B M D
menjadi Objek Hibah

Disposisi

Konsep Surat/Nota Dinas Pengelola
Barang perihal permohonan persetujuan

hibah kepada Bupati.

Surat/iN'ota Dinas Pengelola Barang
perihal permohonan persetujuan hibah

kepada Bupati.

Disposisi



12.

13.

14.

15.

16.

J7.

18.

19.

20.

—
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Memproses SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah.

Menerima SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah, menugaskan Kabid

untuk membuat Naskah Hibah.
Mengonsep Naskah Hibah yang akan ditandatangani Bupati dan

Penerima Hibah.

Memproses Naskah Hibah yang ditandatangani Bupati dan Penerima

Hibah.

Menerima Naskah Hibah yang ditandatangani Bupati dan Penerima
Hibah, menugaskan Kabid untuk membuat Berita Acara Serah Terima

(BAST).

Mengonsep Berita Acara Serah Terima (BAST) vyang akan

ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Penerima Hibah.

Memproses Berita Acara Serah Terima (BAST) yang akan

ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Penerima Hibah.

Menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani
Barang dan Penerima Hibah, menugaskan Kabid untuk

surat usulan penghapusan BMD yang dihibahkan dan

~~ Bupati tentang Penghapusan BMP.

surat usulan penghapusan BMD yang dihibahkan yang

dHaiSfetangani Pengelola Barang kepada Bupati dan membuat SK

Buapti tentang Penghapusan BMD.

Surat/Nota Dinas Pengeloia
Barang perihal permohonan
persetujuan hibah yang telah
didisposisi Bupati.

Konsep SK Bupati tentang

Pelaksanaan H ibah

Agenda kerja

Disposisi.
SK Bupati tentang Pelaksanaan
Hibah.
Konsep Naskah Hibah yang akan
ditandatangani Bupati dar.
Penerima Hibah.

Agenda Kerja.
Naskah Hibah yang

ditandatangani Bupati dan

Fenerima Hibah.

Disposisi
Naskah Hibah.

Konsep Berita Acara Serati Terima
(BAST) yang akan ditandatangani
oleh Pengelola Barang dan
Penerima Hibah.

Agenda kerja

- Disposisi
- Naskah Hibah.
- BAST Hibah.

30 menit

5 rnenit

15 menit

30 menit

> menit

20 menit

30 menit

f menit

20 menit

i ‘A oto.i,. Pol-'l-c

SK Bupati tentang Pelaksanaan Hibah

Disposisi

Konsep Naskah Hibah yang akan
ditandatangani Bupati dan Penerima
Hibah.

Naskah Hibah yang ditandatangani
Bupati dan Penerima Hibah.

Disposisi

Kcnsep Berita Acara Serah Terima.
(BAST) yang akan ditandatangani oleh
Pengelola Barang dan Penerima Hibah.
Berita Acara Serah Terima (BAST) yang
ditandatangani oleh Pengelola Barang
dan Penerima Hibah.

Disposisi

Konsep surat usulan penghapusan BM D
yang dihibahkan yang ditandatangani
Pengelola Barang kepada Bupati dan
membuat SK Buapti tentang

Penghapusan BMD.




21.

22.

23.

Memproses surat usulan penghapusan BMD yang dihibahkan yang
ditandatangani Pengelola Barang kepada Bupati dan membuat SK

Bupati tentang Penghapusan BMD.

Menerima Surat usulan penghapusan BMD dan SK Bupati tentang

Penghapusan BMD.
Mendokumentasikan dan menatausahakan Administrasi Hibah BMD.

1

i

I+

Konsep surat usulan penghapusan
BMD yang dihibahkan yang
ditandatangani Barang
kepada Bupati dan membuat SK
Buapti tentang Penghapusan BMD.

Pengelola

Agenda keija

- Permohonan Hibah.

- Berita Acara Hasil Peneiitian
Tim.
- Surat permohonan persetujuan

kepada Bupati.
- Surat persetujuan Bupati.
- SK Penetapan Objek Hibah.
- SK Pelaksanaan Hibah.
- Naskah Hibah.
- BAST Hibah.
- Surat usulan penghapusan.
- SK Penghapusan BMD.

30 menit

5 menit

20 menit

Surat usulan penghapusan BM D yang
dihibahkan yang ditandatangani
Pengelola Barang kepada Bupati dan
membuat SK Buapti tentang
Penghapusan BMD.

Disposisi

File Dokumen Hibah B M D

o



NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN Juli 2018
TGL. REVLSI Juli 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018
DISAHKAN OLEH KEPAL hcada
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG Drs.RAJI  SITOHANG. ME
JABUNO BARAT Penpina Utama Mmuda
BADAN PENGELOLA KEU ANGAN DAN NIP. 19611120 199201 i Q01
ASET DAERAH NAMA SOP Pemusnahan Barang Milik
Daerah pada Pengguna Barang
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 1. Memiliki kemampuan di bidang Pengelolaan Barang
tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Milik Daerah.
Ncgara/Daerah.

2. Memahami tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Barang Milik Daerah.
Tahun 2016 tentanig Pedoman Pengelolaan 3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang milik
Barang Milik Daerah. daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang M ilik Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Penetapan Status Penggunaan BMD 1 Alat Tulis Kantor
2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meja kursi k.eija

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATA AN
Jika BMD yang tidak dapat digunakan, tidak Didokumentasikan dengan baik.
dapat dimanfaatkan dari tidak dapat

dipindahtangankan tidak dilakukan

pemusnahan dapat mengganggu efektifitas
penggunaan dan tertib pencatatan BMD.

A2



10.

11 .

Kegiatan

Menerima surai  puiivi'-- & remusnahan BMD dari Pcnaguna

Melaksanakan peneiitian terhadap permohonan usulan pemusnahan

dan mengonsep surat Pengelola Barang perihal permohonan

persetujuan pemusnahan BM D dilampirkan hasil penelitian.

Memproses surat Pengelola Barang perihal permohonan persetujuan

pemusnahan BMD.

Menerima surat Pengelola Barang perihal permohonan persetujuan
pemusnahan 3M D yang telah didisposisi Bupati. Menugaskan Kabid
untuk membuat surat Bupati perihal Persetujuan Pemusnahan BMD
(bila pemusnahan BM D disetujui Dupati).
Mengonsep surat Bupati perihal Persetujuan Pemusnahan BMD

Memproses surat Bupati perih??! Perseiuiuar. Pemusnahan BM D

Menerima Berita Acara Pemusnahan dan surat usulan penghapusan

dari Pengguna Barang.

Mengonsep SK Bupati tentang Penghapusan BMD.

Memproses SK Bupati tentang Penghapusan BMD.

Menerima SK Bupati tentang Penghapusan BMD yang telah

dhandatangi Bupati.

Mendokumentasikan administrasi oemusnahan BMD.

Kahan

C 3

O

Pelaksana
j kabin Kasubbid
o
@)
S
|
a

Staf

€7D

Mutu Baku

Kelengkapan

Agenda ketja

- Dokumen kepemilikan barang.

- Daftar Barang Pengguna,

- Daftar BMD.
Foto/gambar BM D

- Konsep Kerja Hasil Penelitian

- Konsep surat Pengelola Barang
perihal permohonan persetujuan
pemusnahan BMD

Agenda ketja

- Disposisi

- surat Pengeiola Barang perihal
permohonan persetujuan pemusnahan
B M D yang telah didisposisi Bupati.

Konsep surat Bupati perihal Persetujuan

Pemusnahan B M D

Agenda kerja

1 Berita Acara Pemusnahan

- surat usulan penghapusan dari
Pengguna Barang

Konsep SK Bupati tentang Penghapusan

BMD.

- S’irat persetujuan Bupati

- Berita Acara Penelitian Tim

- Permohonan Pemusnahan BMD
- Persetujuan Pemusnahan BMD
- Berita Acara Pemusnahan BMD
- Usulan Penghapusan BMD.

= Sl‘(Penghapusan BMD.

W aktu
5 menit

60 menit

15 menit

5 menit

15 menit

3C menit

5 menit

5 menit

30 menit

15 menit

15 menit

Output
Disposisi

- Konsep Ketja Hasil Penelitian.
- Konsep surat Pengelola
Barang perihal permohonan
persetujuan pemusnahan B M D
surat Pengelola Barang perihal
permohonan persetujuan
pemusnahan B M D

Disposisi

Konsep surat Bupati perihal
Persetujuan Pemusnahan B M D

Surat Bupati perihal Persetujuan
Pemusnahan B M D
Disposisi

Konsep SK Bupati tentang

Penghapusan BM D .

SK Bupati tentang Penghapusan
BMD.

SK Bupati
BMD yang akan dijual.

tentang Penetapan

Pemusnahan

File Dokumen

BMD.



NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN Juli 2018
TGL. REVISI Juli 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018

DISAHKAN OLEH

'F'cADf

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH NAMA SOP

Drs.RAJIUN SITCHANG, ME
' PembinaUtarria Muda
NIP. 19611120 199203 1001
Penjualan/Lelang Barang Milik

Daerah pada Pengguna Barang
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
1 .Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 1. Memiliki kemampuan di bidang Pengelolaan Barang

tentang  Pengelolaan Barang  Milik Milik Daerah.

Negara/Daerah. 2. Memaham: tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Barang Milik Daerah.

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 3. Memahami peraturan terkait pengelolaai hara:  milik

Barang Milik Daerah. daerah.
. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
lahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN PERALAT AN/PERLENGKAPAN
1 SOP Penetapan Status Penggunaan BMD 1 Rencana Keija Pemerintah Daerah/Peran gkat Daerah.
2. Dokurnen Pelaksanaan Anggaran
3. Alat Tulis Kantor
4. Komputer/Laptop/Printer
5. Meja kursi kerja
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATA AN
Jka BMD vyang tidak diperlukan untuk Didokumentasikan dengan baik mulai persiapan sampai

mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan pelaporan penghapusan BMD yang d jual/lelang.
SKPD karena kondisi rusak berat tidak

dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk
penjualan/lelang dapat mengganggu efektifitas
penggunaan dan tertib pencatatan BMP.

@)



10.

11.

[u—

Kegiatan

dari Pengguna Barang yang telah

Menerima surat usulan penjualan BMD
didisposisi Bupati dan Sekda. mendisposisi surat dan menugaskan Kabid untuk
memfasilitasi Tim Penjualan untuk meneliti surat usulan permohonan penjualan
yang telah diajukan oleh Pengguna Barang
Melaksanakan penelitian data administratif dan penelitian fisik bersama Tim

Penjualan atas usulan permohonan penjualan yang diajukan oleh Pengguna

Barang.
Membuat surat permohonan penilaian atas BM D yang akan dijual

Pemerintah (bila Penilai Pemerintah), untuk
Bupati/Pengelola Barang.

Menyampaikan/mengirim
pemerintah (KPKNL) yang telah ditandatangani Bupari/Sekretaris Daerah.

kepada Penilai

menggunakan ditandatangani

surat permohonan penilaian kepada kantor penilai

Menerima hasil penilaian dari KPKNL, menugaskan Kabid untuk membuat surat
permohonan persetujuan penjualan BM D kepada Bupati.

Mengonsep surat permohonan persetujuan penjualan BM D kepada Bupati dan
menugaskan kasubbid untuk memproses pembuatan surat persetujuan.

Memproses pembuatan surat persetujuan penjualan BMD.

Menerima surat persetujuan penjualan BM D yang telah ditandatangani Bupati,
Penetapan BMD

menugaskan Kabid untuk membuat Draf SK Bupati tentang

yang akan dijual.
Mengonsep SK Bupati tentang Penetapan BM D yang akan dijual dan menugaskan

kasubbid untuk memproses pembuatan SK Bupati.

Memproses pembuatan SK Bupati tentang Penetapan BM D yang akan dijual.

Menerima SK Penetapan BM D yang akan dijual yang telah ditandatangani Bupati,
menugaskan Kabid untuk membuat surat permintaan penjualan secara lelang

kepada KPKNL.

Mutu Baku

Pelaksana
Kaban Kabid K&sabbid Staf Kelengkapan W aktu
CZ> Agenda kerja 5 menit
Dokumen kepemilikan barang. 60 menit
Daftar Barang Pengguna.
Daftar BMD.
Berita Acara Penelitian. 15 menit
L 3 Daftar BM D yang akan dijual.
- Surat permohonan penilaian 1 hari
- Berita Acara Penelitian Tim
- Agenda kerja 5 menit
- Hasil penilaian penilai i0 menit
O pemerintah sebagai dasar
penetapan nilai limit.
- Hasil penilaian penilai 10 menit
q pemerintah (KPKNL)
1 ru - Agenda keija 5 menit
E D
- Surat persetujuan Bupati 10 menit
> 0 - Berita Acara Penelitian Tim
Surat persetujuan Bupati 15 menit
-H Z 3 Berita Acara Penelitian Tim
5 menit

- Agenda keija

Output

Disposisi

Berita Acara Penelitian tim.

Surat permohonan penilaian

Tanda terima surat

Disposisi

Sura! persetujuan Bupati

Surat persetujuan penjualan
BMD

Disposisi

Konsep SK Bupati tentang
Penetapan BMD yang akan
dijual.

SK Bupati tentang Penetapan
BMD yang akan dijual.
Disposisi



[

'13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

[

- T
- [} i i
Memproses surat permintaan penjualan secara lelang kepada KPKNL yang . 1 Sural persetujuan Bupati.
. - N | 1_ Dc* 12 \C.'1T2 Pcfi-i.'l}i*P t>nt
(juaiivauuu”ani Pengejoia Bt i r uuii L'icugu minuii Ktpoua k/ m s 1 - }
i - SK Bupati tentang Penetapan
K . p 3M D yang akan dijual.
- Foto BM D yang akan dilelang.
Menerima pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang dari KPKNL dan - Agenda ke»ja
- Surat pemberitahuan jadwal
Menugaskan Kasubbid untuk mengumumkan lelang di media cetak dan website A T - u P : u jadw
. *] pelaksanaan lelang
pemerintah daerah.
Mengumumkan lelang di media cetak dan website pemerintah daerah.
Membantu pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang KPKNL.
Menerima laporan hasil pelaksanaan lelang, menerima usulan penghapusan j ,__ Agenda kerja
B M D dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. U e
Mengonsep dan menugaskan kasubbid untuk membuat Draft SK Penghapusan S N - Suratusulan penghapusan
' * lr BMD dari Pengguna

Barang.
- Konsep Draft SK Penghapusan

Pembuatan SK Penghapusan BM D yang ditandatangani Pengelola Barang dan C
Barang
J

mendokumentasikan administrasi penjuaian BMD.

menu
5 menit
5 menit
15 menit
5 menit
i(i menit
20 menit

Surat permintaan penjualan.

Disposisi
Disposisi

Pengumuman di Media Cetak
dan Elektronik

- Risalah Lelang.
- Berita Acara Serah Terima

(BAST)BMD yang
dilelang.
Disposisi

Konsep Draft -.K
Penghapusan Barang

SK Penghapusan Barang.



NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN M i 2018
TGL. REVISI Juli 2018
/'w Gym jS\ TGL. EFEKTIF Juli 2018
DISAHKAN OIEH KEPALAB? AU7
'PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG Drs.RAJT~AN STTDT1AN G. ME
JABUNG BARAT Pethbma Utama Muda
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN NIP. 19611120 19920,i 1001
ASET DAERAH NAMA SOP Penyertaan Morlal pada
Pengelola Barang
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1
1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 1. MemUikikemampuan di bidang Pengelolaan Barang
tentang Pengelolaan Barang  Milik Milik Daerah.
Negara/Daerah. 2. Memahamitugas dan fungsi di bidang Pengelolaan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Barang M ilik Daerah.
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang milik
Barang Milik Daerah. daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur. :
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang M ilik Daerah,

KETERKAITAN PERAIATAN/PERLENGKAPAN
1 .SOP Penetapan Status Penggunaan BMD 1. Alat Tulis Kantor
2. Komputev/Laptop/Printer
3. Meja kursi, kerja
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATANON

Jika tidak dilakukan penyertaan modal atas Didokumentasilcan dengan baik.
BMD yang tidak digunakan  makri
| pendayagunaan BMD tidak optimal.



Mutu Baku

! ! Pelaksana ___;
; Kegiatan | fhalar, Kabid  Kisubbid | 5t:f Kelengkapan Wakiu Output
i i
j Menugaskan Kabid untuk membuai surat permohonan j F------- > 1 Agenda kerja 5 menit Disposisi
Mengonsep snrat permohonan penilaian ke KPKNL. Disposisi i5 menit Konsep suratpermohonan penilaian
LU Data dan Dokumen pendukung ke KPKNL
terkait objek yang akan dinilai.
Daftar Barang Milik Daerah
Memproses saral permohonan penilaian ke KPKNL. Konsep surat permohonan penilaian 15 menit Surat permohonan penilaian ke
o - ke KPKNL KPKNL
Menyampaikan/mengiriin surat permohonan penilaian ke - Buku Ekspedisi 1 hari Tanda terima surat
KPKNL. 0
Menerima snrat hasil penilaian dari KPKNL, menugaskan Agenda kerja 5 menit Disposisi
kabid untuk memfasilitasi dalam pelaksanaan penelitian tim. C Z >
Memfasilitasi pelaksanaan penelitian Hm. - Disposisi. 30 menit Konsep Berita Acara Hasil Penelitian
- Hasfl analisis kelayakan Tim
investasi.
- Hasil penilaian BM P
Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Tim. Konsep Berita Acara Hasil 15 menit Derita Acara Hasil Penelitian Tim.
Penelitian Tim.
Menerima Berita Acara Hasil Penelitian Tim, menugaskan Agenda keija 5 menit Disposisi
kabid untuk memfasilitasi tim melakukan pengkajian bersama 0 *
dengan calon penerima penyertaan modal.
Memfasilitasi tim melakukan pengkajian bersama dengan Disposisi 120 menit Konsep Dokumen Hasil Kajian Tim
calon penerima penyertaan modal. . C J Berita Acara Hasil Penelitian Tim
Membuat Dokumen Hasii Kajian Tim o Konsep Dokumen Hasil Kajian Tim 15 menit Dokumen Hasil Kajian Tim
5 menit Disposisi

Menerima Dokumen hasil kajian, biJa hasil kajian, penyertaan Agenda kerja
modal layak dilaksanakan, meminta kepada calon penerima
penyertaan modal untuk membuat surat pernyataan kesedian
modal yang berasal dari BMD.

menerima penyertaan
perihal

Menugaskan Kabid untuk membuat surat Bupati

permohonan persetujuan kepada DPRD.



12.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Mengonsep surat Bupati perihal permohonan persetujuan

kepada DPRD.

Memproses surat Bupati perihal permohonan persetujuan

kepada DPRD.

Menyampaikan surat Bupati perihal permohonan persetujuan
kepada DPRD
Menerima surat persetujuan DPRD (b'lu

menugaskan Kabid untuk membuat SK Bupati tentang
penyertaan

disetujui),

Penetapan BMD yang akan disertakan sebagai

modal.
Mengonsep SK Bupati tentang Penetapan BMD yang akan

disertakan sebagai penyertaan modal.

Memproses SK Bupati tentang Fenetapan BMD yang akan

disertakan sebagai penyertaan modal.

Menerima SK Bupati tentang Penetapan BMD yang akan

disertakan sebagai penyertaan modal. Menugaskan Kabid

untuk menyiapkan Rancangan Perda tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah.

Mengonsep Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah, koordinasi dengan Bagian Hukum guna

dimaukkan dalam Prolegda.

- Disposisi
- Berita .Acara Hasil Penelitian

Tim.
- Dokumen Has'l Kajian Tim.
Konsep surat Bupati perihal

permohonan  persetujuan kepada

DPRD. i

Buku ekspedisi

Agenda kerja

- Disposisi
- surat persetujuan DPRD.

Konsep SK Bupati tentang
Penetapan BMD yang akan
disertakan sebagai penyertaan
modal.

Agenda kerja

- Disposisi

- surat persetujuan DPRD.

- SK Bupati tentang Penetapan
BMD yang akan disertakan

sebagai penyertaan modal.

10 menit

20 menit

15 menit

5 menit

15 mem!

25 menit

5menit

30 menit

4

Konsep surat Bupati perihal
permohonan persetujuan kepada
DPRD.

surat Bupati perihal permohonan

persetujuan kepada DPRD.
Tanda terima surat

Disposisi

Konsep SK Bupati tentang Penetapan
BMD yang akan disertakan sebagai

penyertaan modal.
SK Bupati tentang Penetapan B MD
yang akan disertakan sebagai

penyertaan modal.

Disposisi

Konsep Rancangan Perda tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

—

Mengetik Konsep Rancangan Perda tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah.

Menerima Konsep Rancangan Perda tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah. Menugaskan Kabid untuk
menyusun Naskah Akademis Rancangan Perda.
naskah akademis

Mengonsep surat perihal penyusunan

kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jambi.

Memproses surat perihal penyusunan naskah akademis

kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jambi.

Menyampaikan surat perihal penyusunan naskah akademis ke
Kantor Wilayah Hukum dan Ila M Provinsi Jambi.

Menerima Naskan Akademis Rancangan Perda
penyusunan Naskah Akademik seiesa;).
Menyampaikan Naskah Akademis Rancangan Perdakepada

(setelah

DPRD melalu; Bagian Hukum.

Menerima Perda tentang Penyertaan
Daerah (seteiah Rancangan Perda disahkan),
Kabid untuk membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)
antara Pengelola Barang dengan Penerima Penyertaan Modal.

Modal Pemerintah

menugaskan

MengonsepBerita Acara Serah Terima tBAST) antara
Pengelola Barang dengan Penerima Penyertaan Modal.
Berita Acara Serah Terima (BAST) antara

Memproses
Pengelola Barang dengan Penerima Penyertaan Modal.

Menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah

ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Penerima

Penyertaan Modal. Menugaskan Kabid untuk membuat SK

penghapusan BMP yang dijadikan penyertaan modal,

CD

CD

CD

I j] Konsep Rancangan Perda tentang
Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah.

Agenda kerja

- Disposisi
- Konsep Rancangan Perda

Konsep surat perihai penyusunan
naskah akademis kepada Kantor
Wilayah Hukum dan HA M Provinsi
Jambi.

Buku ekspedisi

Agenda ketja

Naskah Akademis Rancangan
Perda
Agenda keija

- Disposisi

- Perda tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah

Konsep Berita Acara Serah Terima

(BAST) antara Pengelola Barang

dengan Penerima Penyertaan

Modal.

Agenda keija

30 menit

5 menit

15 menit

15 menit

1 hari

0 menit

10 menit

5 menit

30 menit

5 menit

Konsep Rancangan Perda tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Disposisi

Konsep surat perihal penyusunan
naskah akademis kepada Kantor
Wilayah Hukum dan HAM Provinsi
Jambi.

Surat perihal penyusunan naskah
akademis kepada Kantor Wilayah
Hukum dan HAM Provinsi Jambi.

Tanu: terima surat
Disposisi
Tanda terima surat/dokumen

Disposisi

Konsep Berita Acara Serah Terima
(BAST) antara Pengelola Barang
dengan Penerima Penyertaan Modal.
Berita Acara Serah Terima (BAST)
antara Pengelola Barang dengan
Penerima Penyertaan Modal.

Disposisi



y

asatw'’r

30.

31.

32.

33.

Mengonsep Sernghapusan BMD yar.g dijadikan penyertaan

modal.

Memproses SK penghapusan BM D yang dijadikan penyertaan
modal.

Menerima SK penghapusan BMD yang dijadikan penyertaan
modai yang telah ditandatangani Bupati

Mendokumentasikan Administrasi Penyertaan Modal BMD.

PR

=

- Disposisi

- Berita Acara Serah Terima
(BAST)

Konsep SK penghapusan BMD

yang dijadikan penyertaan modal.

Agenda kerja

Berita Acara Hasil Penelitian

Tim.
- Dokumen Hasil Kajian Tim
Sura, permohonan persetujuan
kepada DPR.D.
Surat persetujuan DPP.D.
SK Penetapan BMD yang akan
disertakan sebagai penyertaan

modal.

Rancangan Perda.
Naskah Akademis.
Perda Penyertaan Model.
BAST.

SK Penghapusan BMD.

10 menit

30 menit

5 menit

20 menit

Konsep SK penghapusan BM D yang
dijadikan penyertaan modal.

SK penghapusan BMD yang dijadikan
penyertaan modal.

Disposisi

File Dokumen Penyertaan Modal

BMD




NOMOR SOP T

TGL. PEMBUATAN Juli 2018
TGL. REVISI Juli 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018
DISAHKAN OLEH KEPALAMN>>AD /
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG Drs.RAJIUN/SM MIANG. MF.
JABUNG BARAT Petigbina Utan .. Miui.i
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN NIP. 19611120 1 -.208 i 001
ASET DAERAH NAMA SOP Pinjam Pakai HMD  oleh

Pengelola Barang

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

| « Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 1. Memiliki kemampuan di bidang Pengelolaan Barang
tentang Pengelolaan  Barang  Milik Milik Daerah.

Negara/Daerah. 2. Memahami tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Barang Milik Daerah.

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 3. Memahami peraturan terkait pengelolaan barang milik
Barang Milik Daerah. daerah.

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. peraturan  Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAP/ N _
1 SOP Penetapan Status Penggunaan BMD. 1 Alat Tulis Kantor
2. Komputer/Laptop/Printer

3. Meja kursi kerja L
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilakukan pinjam pakai atas BMD Didokumentasikan dengan baik.
yang belum digunakan maka pendayagunaan
BMD tidak optimal.




Pelaksana
Kegifiian )
Kalian Kabid Kasubbid ; sial
. . . L . e .. .. ~r
i Menerima dan mendisposisi kepada Kabid 5 -r.f !' liiolian P|njam
Pakai dan calon peminjam pakai kepada Pengelola Barang.
Meneliti permohonan pinjam pakai. Mengonsep Surat/Nota Dinas
perihal permohonan persetujuan pinjam pakai kepada Bupati yang
ditandatangani Pengelola Barang.
Memproses surat/Nota Dinas perihal permohonan perseti-juan pinjam
pakai kepada Bupati yang ditandatangani Pengelola Barang.
0
Menerima surat/nota dinas permohonan persetujuan pinjam pakai yang
telah didisposisi Bupati. Apabila Bupati menyetujui pinjam pakali,
menugaskan Kabid untuk membuat surat persetujuan Bupati, apabila
Bupati menolak pinjam pakai, menugaskan Kabid umuk membuat surat
penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam pakai.
Mengonsep surat Bupati perihal persetujuan pinjam pakai.
Memproses surat Bupatiperihal persetujuan pinjam pakai.
Menerima surat Bupati perihal persetujuan pinjam pakai BMD,
antara

menugaskan Kabid untuk membuat Perjanjian Pinjam Pakai
Bupati dan Peminjam Pakai.
Mengonsep Pcijanjian Pinjam Pakai.

Memproses Perjanjian Pinjam Pakai

Kelengkapan

Agenda Kerja

Surat Permohonan.
Dokumen Pendukung.

Konsep surat perihal permohonan
persetujuan pinjam pakai kepada
Bupati yang ditandatangani
Pengelola Barang

Agenda kerja

- surat/nota dinas permohonan
persetujuan pinjam pakai yang
telah didisposisi Bupati

- Disposisi

Konsep surat Bupati perihal

persetujuan pinjam pakai

Agenda kerja

- surat Bupati perihal persetujuan
pinjam pakai.

- Disposisi

Konsep Perjanjian Pinjam Pakai

Mutu Bahu

Vak!lu

30 menit

20 menit

5 menit

15 menit

30 menit

5 menit

20 menit

30 menit

i

Ou tpu<

! Disposisi

- Disposisi

- Berita Acara/Kertas Kerja Hasil
Penelitian permohonan.

- Konsep surai perihal permohonan
persetujuan pinjam pakai kepada
Bupati yang ditandatangani
Pengelola Barang.

Surat perihal permohonan persetujuan

pinjam pakai kepada Bupati yang

ditandatangani Pengelola Barang.

Disposisi

Konsep surai Bupati perihal
persetujuan pinjam pakai

Surat Bupati perihal persetujuan

pinjam pakai

Disposisi

Konsep Peijanjian Pinjam Fakai

Peijanjian Pinjam Pakai



io

12.

14.

j Menerima i'u,.: Pii.i.iin Pakai, menugaskan Kabid untuk membuat

Berita Acara Serah 1erima (BAST).
Mengonsep Berita Acara Serah Terima (BAST)
Memproses Berita Acara Serah Terima (BAST)

Menerima BAST.

Mendokumentasikan administrasi Pinjam Pakai BMD.

i Atrcrdt !-:erin

Disposisi
Perjanjian Pinjam Pakai

Konsep BAST

Agenda kerja

Surat Permohonan Pinjam Pakai
dari calon peminjam Pakai.

Surat Permohonan Persetujuan
Pinjam Pakai dari Pengeioia
Barang.

Surat Bupati perihal persetujuan
Pinjam Pakai BMD.
Petjanjian Pinjam Pakai.

Ba ST Pinjam Pakai.

5menit

15 menit
30 menit
5 menit

20 menit

Hocnn. .ici
“Konsep BAS i

BAST

Disposisi

File Dokumen Pinjam Pakai BM D



J SFOMOR SOP « r~*......

1., PEMBUATAN Juli 2018
TGL. REVIS| Tui 2018
TGL. EFEKTIF Juli 2018 ,
DISAHKAN OLEH KEPAJLATKAp/
Drs.RAJTUN]SITOHANG. ME
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG

Peml&" Utaira muda
NIP. 19611120 199203 1 001
Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD Pengadaan
BMD

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 1 Mernilikike.mampuan di bidang pengemiaau Barang

tentang  Pengelolaan Barang  Milik Milik Daerah.
Negava/Daerah. 2. Mcmahnmitugas dan fungsi di bidan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Numor 19 Barang Milik Daerah.

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETERKAITAN
1 SOP Penyusunan Standar Harga Barang.

: JABUNG BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  NAMA SOP
ASET DAERAH

Pengelolaan

PERALATAN/PERLENGKAP/ i
Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Perar k;u Daerah.
Standar Harga Barang.
Dokurnen Pelaksanaan Anggaran
Daftar Barang Milik Daerah.
. Alat Tulis Kantor
Komputer/Laptop/Printer
Meja kursi kerja

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila  RKBMD terlambat disusur* akan < Disusun dengan memperhatikan kebutuha

mengganggu dalam penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkai paerah seri
dan anggaran karena RKBMD sebagai salah ketersediaan barang milik daerah yang ada.

satu dasar pengusulan penyediaan anggarar . Data yang mencerminkan kebutuhan riii barang mil
untuk kebutuhan baru (hew initiative) dar daerah pada Perangkat Daerah.

angka dasar (baseline). Disimpan sebagai dokumen Rencana Kehutuh?
Barang Milik Daerah untuk periode 1 (s; m) tahun.

~Nooh WD



No

5.

Kegiatan

Mendisposisi dan menyerahkan surat usulan RKBMD Pengadaan BMD
d. i Pengguna Barang yang telah didisposisi Pengelola Barang, (surat
usulan RKBMD Pengadaan BMD dari Pengguna Barang paling lambat
minggu | bulan Juni sudah diterima)

Menyerahkan dan mendisposisi surat usulan RKBMD Pengadaan BMD
Pengguna Barang yang telah didisposisi Kepala Badan.

Menugaskan staf untuk merekapitulasi usulan RKBMD Pengadaan

BMD dan menyiapkandokumenpendukung.

Menyerahkan hasil rekapiiulasi usulan RKBMD Pengadaan BMD
kepada Kasubbid.

J Menyampaikan hasil rekapitulasi usulan RKBMD Pengadaan BMD

kepada Kabid selaku Pengurus Barang Pengelola guna dilakukan
penelaahan bersama dengan Kaban selaku Pejabat  Penatausahaan
Barang dan Sekda selaku Pengelola Barang.

Mengonsep hasil penelaahan usulan RKBMD Pengadaan.

Meneliti dan memaraf hasil penelaahan usulan RKBMDJika konsep
hasil telaahan tidak ada perbaikan/koreksi, diteruskan ke kasubbid guna
disampaikan kepada Sekda guna penandatanganannya. Jika ada
perbaikan/koreksi dilakukan perbaikan konsep hasil telaahan.
Menyampaikan hasil telaahan RKBMD Pengadaan BMD kepada
Pengguna Barang untuk disusun menjadi RKBMD Pengguna Barang.

Felaksana Mutu Baku

Pengguna Kelengkapan Waktu
Barang )
Agenda Keija 5 menit
- Disposisi Pimpinan 5 menit
- Agenda Kerja
- Surat usulan RKBMD. 60 menit
- Daftar Barang Pengelola.
- Daftar Barang Pengguna.
Standar Harga Barang.
5 menit
Surai usulan RKBMD. Omem!
- Daftar Barang Pengelola.
- Daftar Barang Pengguna.
- Standar Harga Barang.
Drafhasiltelaahan 10 menit
Konsephasilteiaahan 10 menit
Hasil telaahan yang Zjam

ditandatangani Pengelola
Barang

OQutput
Disposisi

Disposisi

Rekapitulasi
RKBMD

Rekapitulasi
RKBMD

Rekapitulasi
RKBMD,
I dokumenpendukuiv

3
Konsephasiltelaaha

n

Paraf

Tandaterimasurat



«

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintan Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan  Barang  Mililc
Negara/Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Parang Milik Daerah.

3. peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahur 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang M ilik Daerah.

KETERKAITAN
1. SO? Penetapan Status Penggunaan BMD.

PERINGATAN
Jika tidak dilakukan sewa atas BMD yang
belum digunakan maka pendayagunaan BMD
tidak optimal dan penggunaan BMD oleh pihak
lain Secara tidak sah dapat dicegah.

TGL. REVISI

NOMOR SOP tor .

TGL. PEMBUATAN Juli 2018
Juli 2018
TGL.. EFEKTIF Juli 2018
DISAHKAN OLEH KEPALA) I'KAiH-

)

SfTOHANG. ME
Penibihautama Muda

NIP. 19611120 199203 1 001

NAMA SOP Sewa BMD oleh Pengelol

Barang
KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Memiliki kemampuan di bidang Pengelolaan Barai
Milik Daerah.

2. Memahami tugas dan fungsi di bidang Pengelola;
Barang Milik Daerah.

3. Memahami peraturan terkait pengelola

e iv.r.u'g mil

PERALATAN/PERLENGKAP AN

1 Alat Tulis Kantor
2. Komputer/Laptop/Printer
3. Meja kursi kerja
PENCATATAN DAN PENDAT AAN
Didokumentasikan dengan baik.

Cr



K egiaikin
Menerima uan iiK-iidlspo*.:» K-b,J Sura; PermchOi'.an
dari calon penyewa kepada Pengeloa Barang.

Meneliti permohonan dan dokumen pendukung. Mengonsep surat
permohonan penilaian atas BMD yang akan disewakan kepada
penilai pemerintah (KPKNL) yang ditandatangani oleh Pengelola

Barang.

Memproses surat permohonan penilaian atas BMD yang akan
disewakan kepada penilai pemerintah (KPKNL).

Menyamoaikan surat permohonan penilaian atas BM D yang aican
disewakan kepada penilai pemerintah (KPKNL).

Menerima hasil penilaian atas BMD yang akan disewakan dari
penilai pemerintah (KPKNL). Bersama Pengelola Barang. Kabid
melakukan penelitian/kajian kelayakan penyewaan dan perhitungan

besaran sewa.
Mengonsep surat/nota dinas permohonan sewa BM D kepada Bupati

untuk mendapatkan persetujuan.

Memproses surat/nota dinas permohonan sewa BM D kepada Bupati

untuk mendapatkan persetujuan.

Menerima surat/nota dinas permohonan sewa BMD yang telah
didisposisi Bupati. Apabila Bupati menyetujui sewa, menugaskan
Kabid untuk membuat surat persetujuan Bupati, apabila Bupati
menolak sewa, menugaskan Kabid untuk membuat surat penolakan

sewa kepada calon penyewa.

Mengonsep surat Bupati perihal persetujuan sewa BM D

Katun i KnbiU

-k.'-ii.s

Nasubbid

j

Siaf

Kelengkap;. n
Agenda ker je

- Surat Permohonan.
- Dokumen Pendukung.

Konsep surat permohonan
penilaian atas BM D y.ng akan
disewakan kepada penilai
pemerintah (KPKNL)

- Buku Ekspedisi.

Agenda kerja

Berita Acara/Kertas Kerja Hasil

Penelitian.

Konsep surat/nota dinas
permohonan sewa BM D kepada

Bupati.

Agenda kerja

- Surat/nota dinas permohonan
sewaB M D kepada Bupati
untuk mendapatkan

persetujuan.

- Disposisi

Mutu Bak»

W aktu

5 menit

30 menit

20 menit

1hari

60 menit

10 menit

15 menit

5 menit

10 menit

Outpui

Disposisi

Disposisi

- Konsep surat permohonan penilaian

atas BM D yang akan disewakan

kepada penilai pemerintah (KPKNL)

Surat permohonan penilaian atas BM D

yang akan disewakan kepada peni
pemerintah (KPKNL) yang

lai

ditandatangani oleh Pengelola Barang__

Tanda terima surat

Berita Acara/Kertas Keija Hasil

Penelitian.

Konsep surat/nota dinas permoho
sewa BM D kepada Bupati untuk
mendapatkan persetuiuan.
Surat/nota dinas permohonan
BMD kepada Bupati

mendapatkan persetujuan.

Disposisi

Konsep surat Bupati

persetujuan sewa BM D

nan

sewa
untuk

perihal

>



rt).

12.

Memproses surat Bupati perihal persetujuan sewa BMD. r

Menerima surat Bupati perihal persetujuan sewa BMD, r - "L

menugaskan Kabid untuk membuat Perjanjian Sewa antara Bupati —
dan Penyewa.

MengonsepPeijanjian Sewa. .
J— ] |

w!

Memproses Peijanjian Sewa.
*1

Mendokumentasikan administrasi sewa BMD.

Konsep surat Bupati perihal

persetujuan sewa BM D

Agenda Keija

- Disposisi

- Surat Bupati perihal persetujuan
sewa BMD

Konsep Peijanjian Sewa

- Suiat Permohonan Sewa dari
cz'on penyewa.
- Surat Permohonan Sewa dari

Pengelola Barang.
Surat Bupati perihal persetujuan
sewa BMD.

- Perjanjian Sewa.

30
menit

menit

10
menit

30
menit
20
menit

Surat Bupati perihal persetujuan
B M D

Disposisi

Konsep Peijanjian Sewa

Perjanjian Sev/a

File Dokumen Sewa BMD

sewa



